QOO

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


Universitas Terbuka
Stamp


16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

A.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lamandau

Pembagian secara administratif, pada awal berdirinya Kabupaten
Lamandau berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 terbagi
menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Delang, Kecamatan
Lamandau dan Kecamatan Bulik, dan 3 Kelurahan serta 82 Desa. Dengan
perkembangan pemerintah maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat maka
dirasa perlu untuk memekarkan kembali wilayah administratif tingkat
Kecamatan pada Tanggal 1 Agustus 2005 menjadi 8 (delapan) kecamatan
berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan
Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Belantikan Raya dan Batangkawa
(Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005). Adapun wilayah Kecamatan,
Desa dan Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Lamandau berdasarkan

Perda dimaksud adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Lamandau dengan Ibukota Tapin Bini
Terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Tapin Bini dan 9 (sembilan) Desa
yaitu Cuhai, Kawa, Penopa, Suja, Sekoban, Bakonsu, Karang Taba,
Tanjung Beringin dan Sungai Tuat.

- Kecamatan Bulik dengan Ibukota Nanga Bulik
Terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Nanga Bulik dan 11 (sebelas) Desa
yaitu Batu Kotam, Guci, Kujan, Bumi Agung, Sumber Mulya, Bukit

Indah, Arga Mulya, Bunut, Sungai Mentawa, Beruta dan Tamiang.
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Kecamatan Delang dengan Ibukota Kudangan

Terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Kudangan dan 9 (sembilan) Desa
yaitu Riam Panahan, Sepoyu, Riam Tinggi, Landau Kantu, Nyalang,
Lopus, Kubung, Sekombulan dan Penyombaan.

Kecamatan Bulik Timur dengan Ibukota Merambang

terdiri dari 12 (dua belas) yaitu Merambang, Batu Tunggal, Pedongatan,
Nuangan, Sungkup, Nanga Koring, Toka, Sepondam, Nanga Kemujan,
Nanga Palikodan, Bukit Jaya dan Sukamaju.

Kecamatan Menthobi Raya dengan Ibukota Melata

Terdiri dari 11 (sebelas) Desa yaitu Lubuk Hiju, Batu Ampar, Topalan,
Nanuah, Modang Mas, Bukit Manunggal, Melata, Bukit Makmur, Bukit
Raya, Sumber Jaya dan Bukit Harum.

Kecamatan Sematu Jaya dengan Ibukota Purwarejo

Terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Purwareja, Bina Bhakti, Tri Tunggal,
Wonorejo, Jangkar Prima, Mekar Mulya dan Batu Hambawang.
Kecamatan Belantikan Raya dengan Ibukota Bayat
terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu Bayat, Nanga Belantikan, Sungai
Buluh, Belibi, Karang Besi, Benuatan, Kahingai, Nanga Matu, Petarikan,
Sumber Cahaya, Bintang Mengalih, dan Tangga Batu.

Kecamatan Batangkawa dengan Ibukota Kinipan

Terdiri dari 9 (sembilan) Desa yaitu Kinipan, Ginih, Batu Tambun,

Benakitan, Liku, Mengkalang, Karang Mas, Kina, dan Jemuat.
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Tabel 2. Luas Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Lamandau

No. Kecamatan Ibuketa Luas
km2) (%)

I Bulik NangaBulik 66555 1038

2. Delang ~ Kudangan 68500 10,59
3. Lamandau ';‘Tapi'n Bini "'1.3"3'3,'60”’;” 20,78
4. Bulik Timur - Merambang 1.074,72 16,76

5. BelantikanRaya  Bayat 126300 19,69
6 Menheb R M T e e

‘ ) Sematu Jaya Purwareja B S 86,85 [P 1,35
8 BatangKawa  Kinipan ‘685",'00"%"" 10,59

Sumber : Lamandau dalam Angka Tahun 2012-2013

1. Letak dan Keadaan Alam

Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 109 s/d 3036

Lintang Selatan dan 110025 s/d 112050 Bujur Timur, dan secara

administratif Kabupaten Lamandau ini mempunyai batas-batas wilayah

sebagai berikut :

Sebelah utara :
Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Arut Utara

Kabupaten Kotawaringin Barat.
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- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin
Barat.

- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin
Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

- Sebelah Barat :

Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

2. lklim dan Topografi

Iklim di Kabupaten Lamandau termasuk iklim tropis yang lembab
dan panas dengan suhu rata-rata 27,48°C (kisaran rata-rata 21,6 — 33,2%.
Suhu udara rata-rata minimum adalah 81%. Daerah Kabupaten L.amandau
beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau atau kering dan
musim hujan. Musim kemarau jatuh pada bula Juni sampai dengan
September, sedangkan musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai
dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.00 — 2.500 mm per tahun.
Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan
Agustus.Kelembaban udara berkisar antara 81% - 92%. Kecepatan angina
0,4 — 0,7 knot. Kabupaten Lamandau terletak pada ketingginan yang
berkisar antara 20-500 mter diatas permukaan laut. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya beberapa daerah perbukitan diwilayah Kabupaten

Lamandau.
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Keadaan topografi Kabupaten Lamandau, terdiri dari rawa, dataran
rendah, dataran tinggi dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai-sungai
besar maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian didaerah ini.
Topografis Kabupaten Lamandau dibagi menjadi empat bagian, yaitu
dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit dan daerah
berbukit-bukit yang terdiri dari sebelah Utara adalah pegunungan dan
macam tanah Litosol tahan terhadap erosi. Bagian Tengah terdiri dari
tanah Podsolik Merah Kuning, juga terhadap erosi. Sebelah Selatan terdiri
dari danau dan rawa alluvial/organosil banyak mengandung air.
Ketinggian wilayah dari permukaan laut bervariasi dari 25 — 500 meter
dari permukaan laut (dpl).Kemiringan lahan di Kabupaten Lamandau
tersebar dengan indeks kemiringan 0 — 15% masih dapat digunakan untuk

lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.

. Hindrologi

Salah saru aliran sungani terbesar yang melalui wilayah Kabupaten
Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang
membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai
Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-
lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi
untuk menunjang kehidupan sehari-hari dari penduduk disekitarnya juga

berfungsi sebagai jalur transportasi.

. Penduduk

Penduduk Kabupaten Lamandau sebagian besar terdiri dari Suku

Dayak yang merupakan penduduk asli. Suku bangsa lain yang mendiami
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kota ini antara lain Jawa, Melayu, Banjar, Madura, Bugis, Cina, Flores
dan sebagian kecil suku-suku di Indonesia lainnya. Interaksi antar suku
yang satu dengan yang lain berjalan baik yang didasarkan rasa
kekeluargaan dan persamaan kepentingan. Jumlah penduduk Kota Nanga
Bulik pada tahun 2012 berjumlah sekitar 532.556 jiwa, dengan kelompok
usia sekitar 67,59% tergolong usia produktif (umur 15 tahun - 64 tahun),
29,20 % kelompok usia muda di bawah 15 tahun dan hanya 3,20% yang

berusia 65 tahun ke atas.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lamandau

No. Kecamatan Jumlah Penduduk | Pertumbuhan
(o)
2011 2012

1 | Bulik 22.985 24.352 5,98
2 | Bulik Timur 6.760 7.104 5,09
3 | Menthobi Raya 9.389 9.867 5,09
4 | Sematu Jaya 9.110 9.576 5,12
S | Lamandau 5.700 5.991 5,11
6 | Belantikan Raya 4.516 5.212 15,41
7 | Delang 5.087 5.346 5,09
8 | Batang Kawa 2.514 2.642 5,09
JUMLAH 66.061 70.090 6,10

Sumber : Lamandau dalam Angka Tahun 2012/2013

Dari jumlah penduduk di atas, maka komposisi umur penduduk
secara persentase dapat dilihat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya,
yaitu jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan

sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis
Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2012
Umur Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex Ratio |Persentase
0-4 1.199 3.951 8.150 106 11,63
5-9 4.426 4.185 8.611 106 12,29
10-14 3.852 3.423 7.275 113 10,38
15-19 2.937 2.605 5.542 113 7,91
20-24 3.093 2.826 5.919 109 8,44
25-29 4.086 3.610 7.696 113 10,98
30-34 3.657 3.086 6.743 119 9,62
35-39 3.097 2.608 5.705 119 8,14
40 - 44 2.742 2.157 4.899 127 6,99
45-49 2.102 1.729 3.831 122 5,47
50-54 1.346 1.056 2.402 127 3,43
55-59 675 363 1.038 186 1,48
60 - 64 290 236 526 123 0,75
65 - 69 258 341 599 76 0,85
70 -74 252 204 456 124 0,65
75 + 356 342 698 104 1,00
Jumlah 37.368 32.722 70.090 114 100
Jumlah Tahun| 35.235 30.826 | 66.061 114 100
2011

Sumber : Lamandau dalam Angka Tahun 2012/2013

Berdasarkan data Tabel 3 di atas, penduduk Kabupaten Lamandau

sebagian besar (49,64%) berada dalam kelompok umur 20-49 tahun,

sedangkan sebagian kecil (2,5%) berada dalam kelompok umur 65 tahun ke

atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten

Lamandau sebagian besar berada dalam kelompok umur produktif.
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5. Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Lamandau ditunjang oleh Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, pertambangan, perdagangan, angkutan dan jasa-
jasa lainnya. Dari tabel 5 berikut dapat dilihat Distribusi Persentase PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012

penunjang perekonomian Kabupaten Lamandau.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi
suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dengan data PDRB akan dapat
diketahui pula tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian

daerah, dan tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB Kabupaten Lamandau masih didominasi oleh sektor
pertanian. Dilihat dari besarnya kontribusi sektoral dalam pembentukan
nilai tambah bruto Kabupaten Lamandau selama periode 2007-2011,
secara struktural terlihat penyumbang terbesar pertama berasal dari sektor
pertanian. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan
sektor tertinggi berikutnya, dimana kontribusinya menempati urutan

kedua dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Lamandau.

Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2009 — 2012 (Persen)

No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1. Pertanian 64.65 63.69 63.06 63.14
2. Pertambangan dan Penggalian 1.07 119 120 1.24
3. Industri Pengolahan 078 0.77 076 0.77
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4. Listrik, Gas dan Air 0.10 0.13 0.13 0.13
5. Bangunan 028 032 033 034
6. Perdagangan, Hotel dan 16.18 16.58 16.72 16.32
Restoran
7. Pengangkutan dan 412 406 399 394
Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan 256 278 296 3.17
Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa 10.27 1049 10.85 10.96
PDRB 100 100 100 100
PDRB NON JASA 66.88 66.10 65.48 70.13
PDRB JASA 33.12 3390 3452 36.76

Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau
2012/2013, BPS 2013.

Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat bahwa jenis lapangan usaha
yang terbanyak dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Lamandau
sampai dengan tahun 2012 (63,14%) adalah dari pertanian dan yang
paling sedikit dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Lamandau

sampai dengan tahun 2012 (0,13%) adalah dari listrik, gas dan air.

. Pemerintahan

Secara administratif wilayah Kabupaten Lamandau yang luasnya

6.414 km? dibagi menjadi 8 wilayah kecamatan dan 3 kelurahan, yaitu:

a. Kecamatan Bulik dengan luas 665,55 km? yang terbagi menjadi 1
Kelurahan dengan Pusat Kecamatan di Kelurahan Nanga Bulik dan 11

desa.
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. Kecamatan Lamandau dengan luas 1.333 km? yang terbagi menjadi 1

Kelurahan dan 9 desa dengan Pusat Kecamatan di Kelurahan Tapin

Bini.

. Kecamatan Delang dengan luas 685 km? yang terbagi menjadi 1

kelurahan dan 9 desa dengan Pusat Kecamatan di Kelurahan

Kudangan.

. Kecamatan Batang Kawa dengan luas 685 km? yang terbagi menjadi 9

desa dengan Pusat Kecamatan di desa Kinipan.

. Kecamatan Sematu Jaya dengan luas 86,85 km? yang terbagi menjadi

7 desa dengan Pusat Kecamatan di desa Purwareja.

. Kecamatan Menthobi Raya dengan luas 620,88 km? yang terbagi

menjadi 11 desa dengan Pusat Kecamatan di desa Melata.

. Kecamatan Belantikan Raya dengan luas 1.263 km? yang terbagi

menjadi 12 desa dengan Pusat Kecamatan di desa Bayat.

. Kecamatan Bulik Timur dengan luas 1.072,72 km? yang terbagi

menjadi 12 desa dengan Pusat Kecamatan di desa Merambang.

B. Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lamandau

1. Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau diatur

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekteraiat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, terdiri dari:

a. Sekretaris

b. Asisten Sekretaris Daerah :
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1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
a) Bagian Administrasi Pemerintahan
(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
(2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;
(3) Sub Bagian Kependudukan dan Bagian Kerjasama.
b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
(1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
(2) Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan.
¢) Bagian Hukum
(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
(2) Sub Bagian Perundang-undangan;
(3) Sub Bagian Bantuan Hukum.
2) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber
Daya Alam
a) Bagian Hubungan Masyarakat
(1) Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran;
(2) Sub Bagian Pemberitahuan Publikasi dan Data Dokumen;
(3) Sub Bagian Informasi.
b) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
(1) Sub Bagian Perekonomian;
(2) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
(3) Sub Bagian Bina Produksi, Budidaya dan Promosi.
¢) Bagian Administrasi Pembangunan

(1) Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
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(2) Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan;
(3) Sub Bagian Bina Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.
3) Asisten Administrasi Umum.
a) Bagian Organisasi
(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan;
(2) Sub Bagian Tatalaksana;
(3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
b) Bagian Umum
(1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
(3) Sub Bagian Rumah Tangga;
(3) Sub Bagian Protokol.
¢) Bagian Keuangan
(1) Sub Bagian Pembukuan;
(2) Sub Bagian Anggaran;
(3) Sub Bagian Verifikasi.
d) Bagian Perlengkapan
(1) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
(2) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
(3) Sub Bagian Pendataan dan Pendistribusian.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada Pasal 3 ayat 1 dalam Perda Nomor 07 Tahun 2012 tersebut
disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf, dipimpin
oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Bupati dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, asas
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dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan pasal 4 ayat 1 berbunyi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan

pasal 5 ayat 1 berbunyi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas

dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah;

¢) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah;

d) Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07
Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekteraiat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamandau, perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a). Sekretariat terdiri dari:
(1) Sekretariat Daerah
(2) Sekretariat DPRD
b). Dinas Daerah terdiri dari :
(1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
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Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Kesehatan,;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah,;

(10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

(11) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

(12) Dinas Pertambangan dan Energi;

(13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

¢). Badan-badan terdiri dari :

)
2
€)
4
)
(6)
(M

(8)
©

Inspektorat;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Perencana Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga
Berencana;

Badan Lingkungan Hidup;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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d). Kantor-kantor terdiri dari :

(1) Kantor Satuan Polisi Pamong;

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

(3) Badan Rumah Sakit Umum Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Gambaran Umum Tentang Kepegawaian pada Pemerintah Daerah

Kabupater Lamandau

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamandau dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6. Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

Menurut Jabatan

Jumlah Golongan Pegawai
No. ] Jumlah
Pegawai I II 1 IV (PTT
1. {PNS Struktural dan Staf | 29 |1.164|1.335| 302 2.830
2. Guru 7 | 444 | 786 | 207 1.444
3. [Paramedis 4 | 341 | 121 | 40 506
Jumlah 40 (1.9492.242| 540 4.780

Sumber : Lamandau dalam Angka Tahun 2012/2013

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Pegawai

Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau,

yaitu sebanyak 1.437 orang bekerja dalam jabatan guru atau pendidik.

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan memiliki jabatan struktural dan

staf di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

berjumlah 2.830 orang dan sisanya sebanyak 506 orang merupakan tenaga

para medis, yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat kesehatan.
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Selanjutnya, gambaran Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
jabatan struktural menurut eselon masing-masing, dapat dilihat pada tabel

7 berikut :

Tabel 7. Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1. [Eselonl - - - - -
2. [Eselonll 27 28 28 28 28
3. [Eselon III 120 120 125 125 126
4. [EselonIV 185 185 191 191 191
5. |Fungsional 1.800 1.800 1.808 1.808 1.808

Jumlah 2.132 2133 2.152 | 2.152 2.153

Sumber: BKPP Kabupaten Lamandau 2013

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi
kenaikan jumlah pejabat yang menduduki eselon eselon tertentu dari
tahun 2010 sebanyak 332 menjadi 345 pada tahun 2013. Terjadinya
penambahan jumlah pejabat yang menduduki eselon tersebut dikarenakan
terjadinya perubahan stuktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau yang disesuaikan dengan pelimpahan tugas dan
wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau telah membentuk unit unit kerja
bantuan, seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan, Badan Kepegawaian
Daerah, Balai Pendidikan dan Latihan dan lain-lain. Kesemuanya ini
membuktikan pejabat-pejabat baru yang masing-masing memiliki eselon

tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
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Jika ditelaah secara lebih mendetail tentang kepegawaian di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, maka datanya sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Golongan

No. Golongan Frekuensi Prosentase
1. I 2 2,04
2. I 43 43,88
3. 111 39 39,80
4. 1\% 14 14,28
Jumlah 98 100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2014

Berdasarkan tabel 8 di atas sebagian besar (43,88%) pegawai di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah golongan II, sedangkan
golongan III (39,80%), golongan IV (14,28%) dan golongan I (2,04%)

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka data pegawai di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Jenis Kelaminnya

No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase
1. [Laki-Laki 67 68,37
2. |[Perempuan 31 31,63
Jumlah 98 100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2014

Berdasarkan Tabel 9 di atas sebagian besar (68,37%) pegawai di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau berjenis kelamin laki-laki dan

hanya sebagian kecil (31,63%) yang berjenis kelamin perempuan.
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Data tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamandau terlihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya.

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Prosentase
1. SD 1 1,02
2. SLTP 5 5,10
3. SLTA 43 43,89
4. [Diploma 6 6,12
5. |Sarjana 33 33,67
6. [Pasca Sarjana 10 10,20
Jumlah 98 100

Sumber : Sekretariat Kabupaten Lamandau 2014

Berdasarkan Tabel 10 di atas sebagian besar, yaitu masing-masing
43,89% berpendidikan SLTA, 33,67% berpendidikan sarjana, 10,20%
berpendidikan pasca sarjana, sedangkan sebagian kecil (6,12%)
berpendidikan SLTP dan SD.

Dilihat dari tingkat eselonnya, maka pegawai di Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Eselonnya

No. Eselon Frekuensi Prosentase

1. [[la 1 1,02
2. [lIb 7 7,14
3. [lila 10 10,20
4. [Ib - -

5. IVa 17 17,35
6. [IVb - -

7. [Non Eselon 63 64,29

Jumlah 98 100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2014
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Berdasarkan Tabel 11 di atas sebagian besar (64,29%) pegawai di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tidak rnemiliki eselon dengan
kata lain hanya sebagai staf dan bukan pejabat struktural. Sedangkan
sebagian kecil lainnya (1,02%) bereselon Ila serta tidak ada satu orang
pun pejabat yang menduduki eselon IIIb dan IVb sehingga terjadi
kekosongan.

Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang telah
mengikuti Pendidikan dan Latihan :

Tabel 12. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Diklat yang diikuti

No. Jenis Diklat Frekuensi Prosentase
1. [Diklat Pim-II 5 5,10
2. [Diklat Pim-III 11 11,23
3. [Diklat Pim-IV 5 5,10
4. [Tidak Ikut Diklat 77 78,57
Jumlah 98 100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau 2014

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian
besar pegawai (78,57%) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tidak
pernah mengukuti Pendidikan dan Latihan Struktural sedangkan jenis
Diklatpim IV dan Diklatpim III yang banyak diikuti masing masing
sebesar 16,33%.

Untuk memenuhi persyaratan pengangkatan untuk menduduki
eselon tersebut maka banyak Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Lamandau dinaikan pangkatnya secara otomatis karena alasan kebutuhan

organisasi. Hal ini memiliki dampak terhadap kemampuan yang dimiliki
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pejabat tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efeklif
mengingat pengalaman dan pendidikan mereka relatif terbatas.
Konsekuensi dari langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau adalah perlunya upaya pelatihan dan
pengembangan terhadap pejabat-pejabat struktural, baik melalui
pendidilkan penjenjangan jabatan, seperti pendidikan administrasi umum
Diklatpim IV, Diklatpim III dan Diklatpim II serta melalui lembaga-
lembaga pendidikan umum, seperti Universitas Terbuka, Universitas
Palangka Raya, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas
Gadjah Mada dan Universitas Terbuka Indonesia.

Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lamandau telah
mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan penjenjangan,

mulai dari Diklatpim IV, Diklatpim III dan Diklatpim II.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Aparatur Sebelum Mengikuti Diklat

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu hal yang tidak bisa
dipisahkan dalam dunia ketenagakerjaan. Hal tersebut erat kaitannya
karena pendidikan dan pelatihan merupakan suatu rangkaian kegiatan
atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap seorang karyawan atau pegawai guna
melaksanakan tugasnya. Pendidikan dan pelatihan juga dapat
menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara unsur-unsur yang dimiliki

oleh seorang karyawan atau pegawai dengan unsur-unsur atau tujuan yang
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Lamandau serta Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
Belum lagi staf pegawai yang ada masih gaptek (gagap teknologi)
terhadap komputer sehingga mengalami keterlambatan dalam membuat
surat maupun laporan-laporan yang seharusnya bisa cepat. Demikian juga
pada bidang bidang tertentu aparatur masih belum profesional karena
berbagai alasan, sehingga mau tidak mau sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan pekerjaan. Diklat bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau merupakan prioritas bagi pengembangan sumber daya aparatur
dengan program Diklat yang disesuiakan dengan identifikasi kebutuhan di

era otonomi daerah.

Pendidikan dan pelatihan memiliki maksud yang hampir sama
dalam pelaksanaannya, namun terdapat perbedaan diantara keduanya,
yaitu dalam hal ruang lingkup yang mendasarinya. Pendidikan merupakan
suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian umum
seseorang mengenai suatu hal dan pada umumnya pendidikan lebih
menekankan teori daripada praktek. Sedangkan pelatihan merupakan
suatu proses untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan/skill seseorang
dalam menunjang tuntutan pekerjaannya dan biasanya lebih menekankan
praktek daripada teori (www.pantonashare.com/4489-konsep-

pendidikan-dan-pelatihan-sdm).

. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Identifikasi kebutuhan merupakan upaya untuk dapat menerima

manfaat yang semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan
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diharapkan oleh suatu instansi/lembaga (www.pantonashare.com/4489-
konsep-pendidikan-dan-pelatihan-sdm).

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai wadah sentral
pemerintahan dan pembangunan yang meliputi sebagian besar pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, maka program
pengembangan sumber daya aparatur dirasakan sangat mendesak dan
strategis dalam rangka implementasi otonomi daerah. Secara umum
kondisi aparatur Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
sebelum mengikuti diklat dapat dikatakan masih jauh dari yang
diharapkan, mengingat beban tugas yang harus diselesaikan oleh pegawai
di era otonomi daerah ini relatif banyak dan rumit sedangkan di sisi lain
pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang ada belum dapat
menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan dan pembangunan yang
makin kompleks. Disamping itu juga sebagian jabatan struktural terancam
kosong sebagai akibat tidak ada pegawai yang memenuhi persyaratan, di
antaranya karena belum mengikuti Diklatpim IV, III dan II kalaupun ada
terkesan dipaksakan untuk menduduki jabatan tersebut walaupun .tidak
memenuhi syarat dengan alasan untuk memenuhi struktur organisasi yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);, yang turunannya berupa Peraturan Daerah Nomor 07
tanggal 5 Maret Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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pengembangan sumber daya manusia, setiap organisasi harus
mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan sumber daya
aparatur yang akan dilaksanakan. Penelaahan terhadap kebutuhan
kebutuhan ini tentu tidak terlepas dart munculnya beberapa tantangan baru
yang dihadapi oleh Sekretariat Pemeritah Daerah Kabupaten Lamandau
sekarang ini. Di antara tantangan yang dihadapi dalam rangka otonomi
daerah adalah pelimpahan sebagian tugas-tugas yang dahulunya ditangani
oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, seperti perhubungan,
ketenagakerjaan dan transmigrasi, kini telah menjadi tugas dan tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Banyak diantara pejabat
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada kesempatan ini
mendapatkan peluang menduduki jabatan eselon yang lebih tinggi karena
dibentuknya unit-unit kerja baru di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau. Hal ini mendorong Bupati Lamandau melalui
BKPP Kabupaten Lamandau untuk lebih meningkatkan usaha
pengembangan sumber daya aparatur yang ada. Menurut Sekretaris
Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Asisten Administrasi
Umum beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya kebijakan

pengembangan sumber daya aparatur yang ada tersebut, antara lain :

a. Diberlakukannya otonomi daerah yang telah memberikan ruang yang
lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan kemampuan yang
dimilikinya agar dapat dipergunakan sebesarnya terhadap kemakmuran
masyarakat;

b. Dibutuhkan tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki
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kemampuan profesional di bidang profesinya sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif;

c. Munculnya paradigma baru di bidang administrasi negara yang
memfokuskan pusat perhatiannya terhadap pentingnya peranan
pelayanan publik sebagai inti dari pada administrasi negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau melalui BKPP menyusun program pengembangan sumber daya
aparatur yang diarahkan untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin
muncul di masa yang akan datang, antara lain : (1) meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih prima yang disampaikan
oleh Pemerintah Daerah; (2) terjadinya persaingan global akibat
diberlakukannya pasar bebas di masa yang akan datang; (3) meningkatnya
demokratisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang menjadikan
aparatur pemerintah tidak lagi berperan sebagai penentu berbagai kegiatan

pembangunan tetapi lebih berperan sebagai fasilitator masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimak bahwa kebijakan pengembangan
sumber daya aparatur yang dewasa ini dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi
daerah di satu pihak, dan peningkatan mutu. pelayanan publik di pihak
yang lain. Hal ini memang suatu hal yang sepatutnya dilakukan karena
salah satu alasan yang sering ditekankan oleh pemerintah pusat dalam
pemberian otonomi daerah di masa yang lalu adalah keterbatasan
kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah. Pentingnya

peningkatan pengembangan sumber daya aparatur dewasa ini tidak
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terlepas dari situasi riil yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan.
Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian pimpinan unit kerja
yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau,
terutama di bidang administrasi pelayanan publik, masalah kemiskinan,
lingkungan hidup, dan politik terakhir ini telah menimbulkan berbagai
kesulitan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah
Daerah dalam berbagai aspek tertentu. Rutinitas tugas sehari-hari
menyebabkan beberapa pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau kurang memiliki kesempatan untuk
mempelajari perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan prosedur kerja
yang ada sehingga tidak jarang keputusan dan cara kerja atau prosedur
kerja yang ditempuh oleh sebagian aparatur daerah ini sudah tidak sesuai
dengan keinginan yang berkembang di masyarakat. Munculnya berbagai
keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan pubik yang diberikan
oleh aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau telah
memunculkan fakta yang menggambarkan tentang terbatasnya
kemampuan aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Berbagai kasus yang muncul
tentang lambannya penanganan proyek pembangunan fasilitas umum, dan
munculnya demonstrasi-demonstrasi terhadap kebijakan yang ditempuh
pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memunculkan fakta bahwa

beberapa kebijakan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah
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Kabupaten Lamandau ada yang belum dirumuskan sesuai dengan
kebutuhan sebagian besar masyarakat. Semua hal tersebut erat kaitannya
dengan rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah
daerah untuk melaksanakan semua kegiatan pembangunan yang

dibutuhkan masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa program
pengembangan sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau merupakan langkah-langkah yang ditujukan
untuk dalam waktu yang relatif singkat mampu menyiapkan sumber daya
aparatur yang benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas yang berkembang akhir-akhir

ini.

. Sasaran Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamandau

Sasaran pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau menurut rencana yang disusun oleh BKPP Daerah
Kabupaten Lamandau diarahkan untuk :

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para pegawai
dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

b. Meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan kecakapan
memimpin para pimpinan unit kerja di lingkungan Daerah Kabupaten
Lamandau.

Sasaran pada butir satu di atas ditujukan untuk para pegawai yang

menduduki jabatan fungsional dan staf, seperti operator komputer,
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petugas kearsipan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
Sedangkan sasaran butir di atas ditujukan untuk para pegawai yang
menduduki jabatan pimpinan mulai dari eselon IV, III sampai dengan II,
seperti Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Sekretaris, Kepala
Bagian/Kepala Bidang sampai kepada Kantor, Kepala Dinas/Badan.
Dengan ditetapkannya sasaran pengembangan sumber daya aparatur ini
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau menginginkan semua aparatur
pemerintah yang ada dapat meningkatkan kemampuannya dalam
melaksanakan tugas-tugas masing-masing di masa yang akan datang.
Sasaran pengembangan sumber daya aparatur tersebut dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan tugas yang semakin membutuhkan keterampilan dan
pengetahuan yang memadai sebagai akibat meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, berkembangnya
kehidupan yang lebih demokratis, dan otonomi daerah yang terus
berkembang. Dewasa ini dirasakan bahwa performance aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam pemberian pelayanan
publik masih kurang memuaskan sehingga banyak menimbulkan keluhan-
keluhan di kalangan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan
oleh sebagian pimpinan unit-unit kerja di lingkungan organisasi ini masih
belum dapat diterima sepenuhnya oleh sebagian bawahan sehingga
kadang-kadang menimbulkan masalah yang dapat mengganggu
kekompakan tim kerja, pengembangan motivasi kerja dan peningkatan
prestasi kerja yang sangat dibutuhkan oleh organisasi pemerintah untuk

meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dari gambaran
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut berkaitan erat
dengan identifikasi kebutulan yang dilakukan oleh pernerintah daerah
sebelumnya. Dengan kata lain, penetapan sasaran pengembangan sumber
daya tersebut adalah rangkaian yang nampak bahwa perumusan sasaran
pengembangan sumber daya aparatur tidak terpisahkan dengan
identifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan dalam menetapkan program
pengembangan sumber daya aparatur.

Program pengembangan sumber daya aparatur yang dirumuskan
oleh Pemerintah Daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan terhadap pengetahuan
dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai, baik dari aspek teknis
maupun manajemen, dalam rangka menghadapi tugas dan tanggung
jawabnya di era otonomi daerah. Peningkatan pelayanan publik yang
harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya di satu pihak dan
diberlakukannya otonomi daerah yang baru telah mendorong pemerintah
daerah untuk lebih memacu aparatnya untuk dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan-tuntutan tersebut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau menyadari bahwa
kemampuan yang dimiliki aparatnya terhadap bidang-bidang pengetahuan
dan keterampilan tertentu masih belum memadai dibandingkan dengan
perkembangan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dan
pembangunan. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sebagian

aparat pemerintah ini disebabkan oleh, antara lain: (1) rekruitmen pegawai
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baru yang cenderung berdasarkan spoil system, (2) terjadinya proses
keusangan (obsolescence) yang menimpa sebagian pegawai, (3) sistem
penempatan dan mutasi yang kurang selektif, dan kurang terencananya
pengembangan sumber daya aparatur di masa lalu.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, melalui Asisten
Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana,
bahwa pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa isi program
pengembangan yang telah dirumuskan memuat bidang pengetahuan dan
keterampilan yang dirasakan sangat dibutuhkan dewasa ini, yaitu:
(1) orientasi pegawai baru, (2) kepemimpinan, (3) pengoperasian
peralatan baru, (4) pemecahan masalah, (5) tim kerja, (6) teknik
pengambilan keputusan, (7) pemerosesan data, (8) sistem informasi
manajemen, (9) perencanaan strategik, (10) pengembangan motivasi
kerja, (11) program komputer, (12) keuangan, (13) pengembangan
kreativitas, (14) etika administrasi, dan (15) bahasa asing terutama Bahasa
Inggeris.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh sebagian besar pegawai
bahwa pengetahuan keterampilan tersebut sangat mereka butuhkan untuk
mampu meningkatkan prestasi kerja dan pengembangan karier di masa
yang akan datang. Besarnya perhatian terhadap pengetahuan dan
keterampilan tersebut selain didasarkan pada kebutuhan organisasi
sekaligus juga untuk memenuhi tuntutan pegawai. Sebagaimana diketahui

untuk meningkatkan efisiensi kerja pemerintah telah memperkenalkan
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sistem peralatan kerja yang baru dalam pengoperasiannya membutuhkan
keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya belum dikuasai oleh
pegawai yang akan mempergunakan dan merawat peralatan baru tersebut.
Di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan
pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah,
mengembangkan tim kerja dan mengambil keputusan yang cepat dan
tepat. Hal-hal tersebut selalu mengalami perkembangan dan
penyempurnaan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu
sendiri.

Apabila dicermati tahap-tahap perumusan program pengembangan
sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Sekretariat Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau, sebagai langkah awal dari kegiatan
pengembangan tersebut maka tahap-tahap tersebut saling terkait satu
dengan yang lainnya. Kegiatan perumusan program tersebut akan dapat
memudahkan proses pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur,
baik dari segi metode pelatihan maupun evaluasi proses kegiatan tersebut.

Memperhatikan program pengembangan yang telah dirumuskan
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tersebut nampak bahwa
program ini belum memuat tentang hal-hal yang sangat diperlukan dalam
implementasinya di kemudian hari. Hal-hal yang dimaksudkan adalah:
(1) program pengembangan belum mencantumkan secara konkrit berapa
jumlah pegawai yang akan mendapatkan kesempatan untuk
dikembangkan, (2) program pengembangan belum menetapkan secara

rinci jumlah biaya yang disediakan untuk pelaksanaan program tersebut,
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(3) waktu pelaksanaan program tidak ditentukan secara konkrit dan rinci,
dan (4) program tidak memuat tentang siapa atau lembaga apa yang akan

melaksanakan program tersebut.

4. Pelaksanaan Pendidikan dan Petatihan dalam Rangka Pengembangan
Sumber Daya Aparatur Daerah
Tujuan pendidikan dan pelatihan merupakan sesuatu yang ingin
dicapai dalam sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh
sebuah instansi atau lembaga. Begitupun dalam suatu pendidikan dan
pelatihan, di dalamnya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Namun,
tujuan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tiap-tiap
lembaga/instansi berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, harapan
ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut
(www.pantonashare.com/4489-konsep-pendidikan-dan-pelatihan-sdm).
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, beban tugas Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau semakin bertambah sebagai akibat adanya
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
terutama dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Adanya
kewenangan tersebut tentu saja harus diiringi dengan kesiapan daerah
dalam menjalankan tugas baru tersebut, tidak saja kesiapan dan aspek
keuangan dan kelembagaan namun yang lebih penting adalah kesiapan
aparatur di lapangan dan, ini terkait erat dengan persoalan tingkat
pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparaturnya. Menyikapi
kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau terutama yang

berada di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
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Lamandau tidak tinggal diam, melainkan telah melakukan berbagai
kegiatan di bidang kepegawaian, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional serta
memberi  kesempatan kepada pegawainya untuk melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Output dan outcome dari pendidikan dan pelatihan merupakaan
salah satu tolok ukur upaya peningkatan kualitas aparatur dan nantinya
diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi pegawai khususnya
dan lembaga pada umumnya, maka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
bagi pengembangan sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas
program dalam misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam sub bab ini akan
memfokuskan pada aspek, yaitu:

a. Macam-macam diklat yang telah diikuti aparatur Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Lamandau.
b. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat tersebut.

Berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para aparatur
merupakan faktor pendorong atau penunjang dalam meningkatkan
keterampilan dan kualitas kerja. Karena itu pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dalam menentukan untuk menempati jabatan struktural
maupun jabatan fungsional merupakan salah satu strategi bagi

pengembangan sumber daya aparatur.
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Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, Bupati Lamandau
melalui Sekretaris Daerah mengharapkan agar :
"Pembinaan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau mengacu pada Ketetapan MPR Nomor II/MPRI 1993 bahwa
pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya kepegawaian
negara yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi
keja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan serta
kemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
terus dilaksanakan secara berencana melalui upaya pendidikan dan
latihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi serta melalui
pengembangan motivasi, kode etik dan disiplin kedinasan yang sehat dan
didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi
sistem pemberian penghargaan yang wajar. Kebijakan tersebut berrnakna
bahwa pernbinaan pegawai merupakan upaya untuk meningkatkan
profesionalisme dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan tujuan
organisasi pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah”.

Sampai dengan tahun anggaran 2013, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau telah mengadakan dan mengikutsertakan para
pegawai (aparaturnya) untuk mengikuti kursus-kursus atau pendidikan
pelatihan dari berbagai jenis diklat baik diklat teknis fungsional, struktural
maupun diklat khusus manajemen yang berhubungan dengan bidang
tugasnya, sehingga sejalan atau sebagai misi dari penyelenggaraan diklat
itu sendiri yaitu upaya peningkatan kemampuan aparatur melalui diklat
serta dapat mewujudkan sumber daya aparatur yang mantap, profesional,
proporsional dalam pelaksanaan dan fungsi tugasnya.

Jenis diklat yang dilakukan di Kabupaten Lamandau pada dasarnya
disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan program-program diklat
tersebut secara umum sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 101 tahun 2000 mencakup jenis-jenis Diktat terdiri dari:

1. Diklat prajabatan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS

2. Diklat dalam jabatan dilakukan untuk pengembangan pengetahuan
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keterampilan, dan sikap pegawai negeri sipil, agar dapat melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik.
Diklat dalam jabatan meliputi :
1) Diklat kepemimpinan
2) Diklat fungsional
3) Diklat teknis

Dalam penyusunan program diklat dimaksud Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamandau, diupayakan serta perpedoman pada hasil analisis
kemampuan aparatur dan analisis kebutuhan Diklat, disamping itu dalam
menyusun program diklat teknis mengacu pada kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau utamanya kebutuhan teknis sesuai dengan
kondisi yang berkembang serta menjadi prioritas dalam penyusunan
program.
1. Diklat Pra Jabatan (LPJ)

Pendidikan dan pelatihan ini adalah dimaksudkan untuk
membentuk sikap mental, kesemaptaan fisik dan disiplin serta untuk
memenuhi kebutuhan kemampuan, keahlian dan atau keterampilan
dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan prajabatan (LPJ) mendasarkan pada pedoman:

a. Latihan prajabatan CPNS Golongan III dimaksudkan secara
nasional dibawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara, yang
penyelenggaraannya terpusat dan dikoordinir oleh Badan
Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Latihan Prajabatan bagi CPNS Golongan I dan I dilaksanakan dan
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dikoordinir oleh Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi

Kalimantan Tengah.

2. Diklat Struktural (Diklatpim IV, Diklatpim III dan Diklatpim II)

Dalam rangka mempersiapkan para pejabat struktural yang akan
menduduki jabatan yang lebih tinggi ataupun pemantapan bagi para
pejabat yang telah menduduki jabatan struktural tertentu serta untuk
mengantisipasi pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), Ketua Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan Direktorat Jenderal Anggaran
Departemen keuangan RI tanggal 25 Juni 1996 Nomor 35 tahun 1996,
Nomor 53/IX/6/811986 dan Nomor : Kep-30/A/0696, maka telah
dilaksanakan diklat penjenjangan.

Program pendidikan dan pelatihan ini didasarkan atas ketentuan
sebagai berikut: Diklatpim Tingkat IV bagi para pejabat yang
menduduki jabatan eselon IV, atau yang berpotensial dan dipersiapkan
untuk memegang jabatan Eselon IV; Diklatpim Tingkat III
diperuntukkan bagi para pejabat eselon III atau pejabat eselon IV yang
potensi dan diprioritaskan, sedangkan untuk pejabat eselon II
mengikuti Diklatpim Tingkat II, berikut LEMHANAS adalah untuk

pejabat eselon 1.

3. Diklat Teknis dan Fungsional

a. Bidang Administrasi

1) Diklat Manajemen Kepegawaian

2) Diklat Manajemen Kearsipan
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3) Diklat Kehumasan

4) Diklat Pengawasan

5) Diklat Komputer

6) Diklat bagi para pejabat fungsional

7) Diklat Bahasa Inggris

8) Diklat Analisis Jabatan

9) Diklat Perpustakaan dan Dokumentasi

10) TOT Materi Substantif Diklat Administrasi

11) Diklat Analisis Kemampuan Manajemen

b. Bidang Keuangan

1) Diklat Manajemen Audit

2) Diklat Bendaharawan Daerah

3) Diklat Manajemen Keuangan Daerah

4) Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah dan Operator Komputer
5) Diklat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah

6) Diklat Pengawasan Keuangan "C"

7) Diklat Bidang Penggalian, Pengembangan/Pengelolaan PAD.

¢. Bidang Pembangunan

1) Diklat RENSTRA (Rencana Strategis) Daerah

2) Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Tingkat
Dasar (TMPPD).

3) Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah
(LPTPD), yang terdiri dari:

a) Diskusi Panel Pembangunan Daerah
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b) Orientasi Pembangunan Daerah

c) Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah

Pelatihan Kader Pembangunan Desa Terpadu (LPDT)

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi:

a) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Unit LPSE

b) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi PPTK

c¢) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemeriksa Barang
Diklat Perkotaan, meliputi:

a) Diklat Manajemen Perkotaan

b) Diklat Retikatpatda

¢) Diklat manajemen keuangan dan perkotaan

d) Pelatihan kerja antar kota

7) TOT Perencanaan Pembangunan berwawasan jender

8) TOT Substantif Bidang Diklat Pembangunan Lainnya

9) Diklat Penyusunan PDRB

Secara umum program diklat yang sering diikuti aparatur di

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Diklat
Manajemen Pemerintah. Adapun program Diklat Manajemen Pemerintah
yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan

telah dilakukan antara lain :

a. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
b. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

¢. Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PTN
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d. Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Bupatil/Walikota, Sekda/Sekko,
Asisten Sekda/Sekko.
e. Kursus Sosial Politik
f. Diklat Kependudukan dan Catatan Sipil
g. Diklat Penyuluhan dan Kesadaran Hukum
h. Orientasi Pendalaman Materi Bidang Tugas Anggota DPRD
i. Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Wakil Kepala Daerah
j- Geladi Manajernen Pemerintahan
k. Kursus Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri (Suspimpemdagri)
bagi Camat atau Sekcam.

l. Orientasi "Reinventing Government"
m. Orientasi Manajemen Pemerintahan untuk Pejabat Humas
n. Diklat PPAT untuk Camat

Diklat Manajemen Pemerintah tersebut pada dasarnya
diperuntukkan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Lamandau IPDN
secara bertahap dan selektif yang memenuhi syarat untuk mengikuti
melanjutkan ke program S2 IIP dan Perguruan Tinggi lainnya yang sudah
ditentukan dalam rangka untuk kesinambungan penyediaan pegawai yang
memiliki kualifikasi sarjana ilmu pemerintahan. Disamping itu juga untuk
rnenciptakan kondisi aparatur yang berkualitas dan berwawasan, disiplin
ilmu yang diperlukan sehingga aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau khususnya di Sekretariat Kabupaten Lamandau yang memiliki
dasar pendidikan SLTA dan D-3, dapat diprogramkan untuk mengikuti

pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal itu dilakukan dalam
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rangka untuk kesinambungan penyediaan pegawai yang memiliki
kualifikasi sarjana S-1, dan pascasarjana (S-2, S-3) sesuai kebutuhan
organisasi pemerintah. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan
manajemen pemerintahan dimaksudkan untuk menyiapkan aparatur
pemerintahan yang tangguh dan terampil dalam Pemerintah Daerah
khususnya sebagai pejabat Pamong Praja. Hal ini dilatarbelakangi oleh
pemikiran yang sangat mendasar, bahwa pimpinan pemerintahan di daerah
diharapkan memiliki keahlian dibidang pemerintahan yang berkarakter
spesifik. Sedangkan kelompok sasaran dari jenis pendidikan dan latihan ini
adalah aparatur atau pejabat struktural baik di daerah maupun di wilayah
serta staf pada umumnya.
Kepala BKPP Kabupaten Lamandau menyatakan bahwa:

Khusus untuk peningkatan pendidikan aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau, terutama kesempatan tugas belajar bagi pegawai
dibuka lebar-lebar. Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar, misalnya di
program sarjana (pendidikan dan medis) serta program pascasarjana tidak
tertutup kemungkinan diberi bantuan subsidi setengah dari SPP yang
sebenarnya. Kebijakan ini dimulai atas prakarsa Bupati Lamandau dan
kemudian diteruskan sampai sekarang. Dan nantinya bagi yang telah
menyelesaikannya, sesuai dengan ketentuan yang Dberlaku, yaitu
penghargaan terhadap ijazah yang diperoleh adalah kenaikan pangkat
ijazah apabila ijazah S-1 pangkat maksimal III/d maka apabila ijazah S-2
pangkat maksimal bisa [V/c.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau setiap
tahun anggaran selalu melaksanakan program pengembangan atau
penjenjangan sumber daya aparaturnya melalui berbagai program
pengembangan, seperti: Diklatpim IV, Diklatpim III, Diklatpim II dan
LEMHANAS di satu pihak, dan pada pihak yang lain, juga melaksanakan

pengembangan kemampuan pejabat fungsional, seperti pendidikan
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komputer, pendidikan manajemen keuangan, pendidikan teknologi, dan
lain-lain penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau setiap tahun
mengalami fluktuasi, terkadang jumlah aparatur yang mendapatkan
kesempatan memperoleh pendidikan relatif besar, tetapi kadang-kadang
jumlahnya menurun lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain, terbatasnya anggaran yang tersedia, lambatnya informasi yang
disampaikan oleh lembaga penyelenggara program pengembangan
pegawai, kesempatan yang diberikan oleh pihak penyelenggara program
pengembangan terbatas serta persyaratan bagi peserta yang cukup panjang
dan rumit khususnya untuk peserta diklat struktural.

Pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau menunjukkan bahwa data pada tahun 2013
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau telah mengirimkan pegawainya
di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengikuti program
penjenjangan jabatan kepemimpinan, seperti Diklatpim IV sebanyak 5
orang, Diklatpim III sebanyak 11 orang dan Diklatpim II sebanyak 5 orang.

Setelah mengikuti berbagai macam diklat, sangat diharapkan
terjadi perubahan yang signifikan terhadap kinerja aparatur walaupun
memang diakui sangat sulit untuk mengukur hal tersebut. Bupati
Lamandau melalui Sekretaris Daerah, Asisten III dan Kepala BKPP
menyatakan :

"Perubahan pegawai yang mengikuti diklat struktural sangat sulit diukur

tetapi perubahan pegawai yang mengikuti diklat fungsional dapat terlihat
dengan jelas dari skill yang bertambah dan produktivitas kerja yang
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meningkat, karena memang bagi pegawai yang mengikuti diklat fungsional
itu dikirim sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsinya".

Berikut ini data yang tersaji dalam tabel 13 tentang keikutsertaan

Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 dalam

diklat struktural/kepemimpinan dan diklat teknis fungsional.

Tabel 13. Keikutsertaan dalam Diklat Struktural

No. Jenis Diklat Struktural Jumlah Peserta Prosentase
1. |Diklatpim-II 5 5,10
2. |Diklatpim -III 11 11,23
3. [Diklatpim -IV 5 5,10
4. [Tidak Ikut Diklat 77 78,57
Jumlah 98 100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014

Berdasarkan tabel 13 di atas bahwa sebagian besar pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 mengikuti
Diklatpim III (11,23%) dan sisanya mengikuti Diklatpim IV (5,10%) dan
Diklatpim II (5,10) sedangkan yang tidak pernah mengikuti diklat 78.57%.

Sebagian besar peserta Diklatpim III sudah memiliki jabatan karena
pada umumnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau aparaturnya
menduduki jabatan struktural eselon III terlebih dahulu baru kemudian
didiklatkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang
biasa disebut dengan istilah “dukdik”. Dan pegawai yang lainnya tetap
diusulkan oleh pimpinan instansinya untuk mengikuti Diklatpim III agar
dapat dipromosikan ke jabatan struktural eselon IIL

Sebanyak 5 orang pegawai Sekretariat Daerah sudah mengikuti
Diklatpim IV dan telah menduduki jabatan struktural eselon IV, sebanyak

18 orang belum menduduki jabatan struktural eselon IV. Dari 18 orang
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yang belum menduduki jabatan eselon IV, sebanyak 5 orang pernah
diusulkan promosi untuk menduduki jabatan eselon IV dan sisanya 13
orang belum pernah diusulkan oleh pimpinan unit kerjanya.

Keikutsertaan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau dalam diklat fungsional dapat terlihat pada tabel 14
berikut:

Tabel 14. Keikutsertaan dalam Diklat Fungsional

No. Jenis Diklat Fungsional Jumlah Peserta |Prosentase

1. [Diklat Barang dan Jasa 4 4,08
2. Administrasi Kepegawaian 5 5,10
3. [Manajemen Keuangan Daerah 7 7,14
4. Kursus Analis Kepegawaian 7 7,14
5. [Kursus Analis Jabatan 11 11,23
6. [Kursus Manajemen Pemerintahan 6 6,13
7. [Tidak Pernah Ikut Diklat 58 59,18

Jumlah 98 100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014

Berdasarkan tabel 14 di atas bahwa sebagian pegawai di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 mengikuti beberapa
diklat fungsional, seperti diklat barang dan jasa, administrasi kepegawiaan,
manajemen keuangan daerah, kursus analisis kepegawaian, kursus analis
jabatan dan kursus manajemen pemerintahan dengan peserta masing-
masing antara 1 hingga 5 orang.

Sebanyak 4 orang pegawai yang mengikuti diklat barang dan jasa
telah melaksanakan jabatan tugas pekerjaan sesuai dengan diklat yang

sudah dikuti dan hanya 1 orang tidak melaksanakan jabatan/tugas
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pekerjaan sesuai dengan diklat yang diikuti. Apabila dihubungkan lagi
antara kesesuaian dan relevansi diklat yang diikuti dengan tugas pekerjaan
sekarang maka dari 3 orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan diklat
yang diikuti semuanya menyatakan bahwa adanya relevansi antara diklat
yang diikutinya dengan tugas pekerjaan, dari 1 orang yang tidak
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan diklat yang diikutinya
menyatakan tidak ada relevansi. Hal ini disebabkan karena yang
bersangkutan melaksanakan tugas Sub Bagian Pemeliharaan dan
Penghapusan pada Bagian Perlengkapan, sebagai Kasubbag Pemeliharaan
dan Penghapusan pada Bagian Perlengkapan. Sedangkan dari unsur
manfaat yang diperoleh selama diklat semuanya menyatakan bermanfaat.

Pada Kursus Administrasi Kepegawaian, Diklat ini sesuai dan ada
relevansi dengan tugas pekerjaannya sekarang sebanyak 5 orang,
sedangkan 1 orang tidak melaksanakan jabatan/tugas pekerjaan sesuai
denagn diklat pekerjaan sesuai diklat yang diikuti. Dilihat dari segi
kemanfaatan sebanyak 4 orang menyatakan bermanfaat dan hanya 1 orang
yang menyatakan kurang bermanfaat.

Sedangkan pelaksanaan kursus manajemen keuangan daerah,
6 orang menyatakan bahwa materi kursus ini bermanfaat dan sesuai dengan
jabatan/tugas pekerjaan menangani urusan kepegawaian pada unit kerjanya.
Namun 1 orang menyatakan masih ada relevansi antara diklat yang diikuti
dengan tugas pekerjaan sekarang sedangkan 1 orang yang menyatakan

tidak sesuai dan tidak ada relevansi. Hal ini disebabkan karena yang
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bersangkutan melaksanaan tugas sebagai Kepala Seksi di Bagian
Protokoler.

Pada kursus analisis kepegawaian, semuanya menyatakan
pengetahuan yang diperoleh melalui kursus analisis kepegawaian ini
bermanfaat dan sesuai serta ada relevansi dengan jabatan/tugas pekerjaan
rnenangani urusan kepegawaian pada unit kedanya, sedangkan 2 orang
tidak melaksanakan jabatan/tugas pekerjaan sesuai dengan diklat yang
diikuti, namun masih ada relevansi.

Pada kursus analisis jabatan, semuanya menyatakan bahwa
jabatan/tugas pekerjaan sesuai dengan diklat yang diikuti serta sesuai dan
ada relevansi dengan bidang pekerjaanya. Demikian juga dari segi
kemanfaatannya, semuanya menyatakan sangat bermanfaat dalam
kelancaran tugasnya sehari-hari.

Demikian juga pada kursus manajemen pemerintahan, semua
peserta menyatakan bahwa jabatan/tugas pekerjaan sesuai dan ada relevansi
dengan diklat yang telah diikuti, serta bermanfaat.

Berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau, maka strategi pembiayaan pembangunan
daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi
pembiayaan yang tersedia serta menggali sumber-sumber pembiayaan yang
mungkin diperoleh atau dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau, dengan tentunya ada keseimbangan, atas manfaat dalam
menggunakan dana-dana pembangunan secara berdaya guna serta obyektif

rasional. Adapun langkah strategis yang ditempuh adalah menyempurnakan
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struktur serta pengelolaan anggaran baik dari APBD maupun APBN berupa
Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga perlu peningkatan, pengendalian,
pengarahan dan pengawasan terhadap pengeluaran pengeluaran pemerintah
daerah dan peranan tabungan atau aset Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau dalam pembangunan yang makin meningkat.

Khusus untuk belanja pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
890/2391/Diklat/1998 tentang pemantapan program pembinaan Diklat
aparatur Depdagri; maka  ditentukan bahwa bagi  pemerintah
Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana dan APBD sebesar-besarnya
10% untuk anggaran diklat. Porsi tersebut dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan program diklat bagi yang tergolong pada jenis diklat strukural
untuk pengembangan karier pegawai, diklat. teknis dan fungsional dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan diklat manajemen
pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kader-kader pemerintahan di
daerah.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau memang ada kecenderungan serta sangat
diperhatikan/diprioritaskan ada kepentingan upaya peningkatan sumber
daya aparatur melalui pengembangan diklat apalagi setelah dibentuknya
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lamandau.
Namun dari penganggaran dana untuk keperluan diklat struktural maupun

fungsional pegawai masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari
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perbandingan antara APBD dengan biaya pendidikan Sekretariat dan
Kedinasan sebagaimana tabel 15 di bawah ini.
Tabel 15. Perbandingan APBD, PAD, Belanja Pegawai, Biaya Pendidikan

Sekretariat dan Biaya Pendidikan Kedinasan

Sumber
Pendapatan/Pengeluaran 2010 2011 2012 2013
APBD 416.399.420.399 481.070.219.837) 511.639.716.237| 578.411.892.919,
PAD 8.603.438.85% 12.840.432.9820 14.281.301.801| 18.446.898.523
Belanja Pegawai 141.736.831.451] 150.027.685.154{ 170.601.260.608] 29.409.649.247
Biaya Pend. Sekretariat 223.678.000, 107.266.79 192.134.148 5.032.308.213
Biaya Pend. Kedinasan 3.491.870. 2.593.937.5 1.000.746.0000  4.023.993.650)

Sumber: PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2013

Dengan memperhatikan angka dan jumlah anggaran tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran pada tiap periode tahun per
tahun terjadi perubahan yang bervariasi (naik turun) sesuai kondisi
anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada saat itu atau
karena faktor-faktor lain seperti dampak krisis ekonomi dan sebagainya.
Namun sayangnya alokasi untuk anggaran diklat masih sangat kurang,
yaitu di bawah angka 2% hal tersebut terlihat sejak tahun 2009 dan di tahun
2013 hanya mencapai angka 1,57%.

Dilihat dari prospek anggaran pendidikan guna pengembangan
karier bagi pegawai negeri sipil aparatur melalui diklat di Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau untuk ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Hal
ini merupakan langkah yang cukup berat mengingat keterbatasan dana yang

tersedia, sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tidak saja
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memikirkan upaya untuk pengembangan pegawai/aparatur, namun juga
mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk program pemberdayaan
masyarakat. Akibatnya alokasi anggaran untuk diklat hingga tahun
sekarang masih berada di bawah 10%, tepatnya kurang lebih 1,57% untuk
tahun 2013. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam hal ini Bupati
beserta jajarannya berupaya proaktif untuk menggali potensi-potensi daerah
untuk meningkatkan PAD dan segala sektor yang masih dianggap perlu
untuk ditingkatkan, misalnya pengenaan pajak ataupun retribusi daerah
agar alokasi dana penyelenggaraan diklat bisa meningkat pula. (Wawancara
dengan Kepala PPKAD dan Kepala BKPP Kabupaten Lamandau Tahun
2014).
4) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Diklat
Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan
melalui pengembangan secara formal dan pengembangan secara
informal. Pengembangan secara formal dilakukan dengan mengirimkan
pegawai urttuk mengikuti pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh
BKPP Kabupaten Lamandau maupun yang diselenggarakan oleh Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan
secara formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa yang akan datang, yang
sifatnya non karier atau untuk meningkatkan karier seseorang pegawai
di masa yang akan datang. Disamping penyelenggataan pengembangan

pegawai secara formal, pemerintah juga menempuh cara informal, yaitu
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dengan mendorong tumbuhnya kesadaran pegawai untuk berusaha
sendiri melatih dan mengembangkan dirinya melalui buku buku
literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatan sekarang
dan meningkatkan pendidikannya melalui lembaga-lembaga
pendidikan. yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang
dilvar Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Manajemen Administrasi
Publik di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Administrasi
UVAYA Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas
Brawijaya Malang, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada
dan Universitas Terbuka Indonesia.

Berkenaan dengan kualitas penyelenggaraan diklat yang
dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Lamandau cukup baik karena
mengikuti ketentuan yang berlaku (sesuai petunjuk pelaksana dari
Pemerintah Pusat) tentang bagaimana pelaksanaan diklat pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau. Dimana yang mengikuti Diklat diberi kesempatan yang
sama di setiap bagian-bagian yang ada di Sekretariat asalkan memenuhi
persyaratan yang diajukan oleh Badan Diklat (Wawancara dengan
Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lamandau, Tahun
2014).

Pengembangan formal sebagian besar dilakukan untuk
pendidikan penjenjangan seperti Diklatpim IV, Diklatpim III dan
Diklatpin II yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Balai Pendidikan

dan Pelatihan Pegawai Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama
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dengan Lembaga Administrasi Negara RI. Selain itu, pengembangan
sumber daya aparatur secara formal juga dilakukan sendiri oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sepanjang metode
pengembangannya dapat diselenggarakan di lingkungan kerja pegawai
masing-masing.

Hal tersebut sebagaimana penjelasan dari Asisten III Bidang
Administrasi Umum Kabupaten Lamandau, bahwa pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan selama 5 tahun terakhir di lingkungan
Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
diselenggarakan oleh BKPP Kabupaten Lamandau dan Bandiklat
Provinsi. Pelaksanaan Diklat tersebut lebih melihat kepada aspek
urgensi/prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dimana
kegiatan ini biayanya bersumber dari APBD Kabupaten. Syarat
kelulusan peserta diklat selalu sesuai dengan aturan yang berlaku dan
relevansi materi serta kurikulum diklat sesuai dengan modul/standar
pengkajian kebutuhan diklat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan kompetensi nara sumber (fasilitator/ widyaiswara) dengan
materi yang disampaikan cukup memadai karena yang menjadi nara
sumber adalah pejabat yang berwenang dan orang-orang yang

profesional di bidangnya.

. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Baik tidaknya kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah
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Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.
Umumnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pendidikan dan

latihan adalah faktor kebijakan dan minat pegawai yang begitu besar.

1) Kebijakan

Berlakunya otonomi daerah yang dibarengi pelaksanaan
pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi
yang kuat schingga keberadaan aparat pemerintah daerah
diharapkan akan mampu memainkan peranan sebagai pemikir,
perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pernbinaan rnasyarakat. Oleh
sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau khususnya
akan lebih mudah dan leluasa dalam mengatur strategi keberadaan
para pejabat paling rendah (eselon V tingkat kecamatan) sampai
dengan eselon Il yang tentunya didasarkan pada ketentuan yang
berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan kondisi daerah.
Sehingga dengan diserahkannya kewenangan dibidang
kepegawaian berdasarkan otonomi daerah, akan tidak ada lagi
atau akan dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah bahkan
mungkin ditolak atau tidak diterima dan mengutamakan pegawai

(aparatnya) sendiri yang memenuhi syarat untuk itu, serta
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diharapkan masalah-masalah kepegawaian akan segera dapat
diselesaikan.

Pada sisi lain yaitu tentang perencanaan pegawai sampai
dengan pengembangan pegawai sesuai ketentuan yang dianut
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang
Nomor 43 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 yakni mengenai sistem prestasi karier,
hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dapat mengatur
atas bezetting formasi dan bezetting pegawai artinya antara
komposisi atau keadaan formasi kebutuhan pegawai yang
seharusnya ada, dapat diukur dengan keadaan pegawai yang ada
pada saat itu. Dengan perencanaan yang dapat diukur, maka akan
memudahkan atas kebutuhan nyata (jumlah) pegawai yang
diperlukan oleh pemerintah. Disamping itu pula dengan
kewenangan otonomi dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau akan dapat mengatur dan menata bidang kelembagaan
yaitu dengan mengadakan kebijakan pengembangan atau
perampingan struktur organisasi yang ada serta sekaligus dalam
rangka penataan aparatur (khususnya aparatur pejabat) sehingga
diharapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam
pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik.

Kebijakan daerah tentang pembinaan pegawai seperti
pemberian tunjangan daerah Dalam rangka meningkatkan kinerja

dan kedisiplinan PNS, adanya program kegiatan dan ketersediaan
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anggaran meskipun nilainya masih dibawah 10% yang berkaitan
dengan diklat khususnya diklat fungsional, adanya daftar hadir
atau absen elektronik dan upaya mengikutsertakan pegawai dalam
pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dan sosialisasi peraturan
kepegawaian (Hasil wawancara dengan Asisten III Bidang
Administrasi Umum).
Minat pegawai cukup tinggi

Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau kondisi
jumlah pegawai merupakan faktor penting dan sekaligus sebagai
pendukung dalam rangka pengembangan serta peningkatan
kemampuan aparatur utamanya di era Otonomi Daerah. Dengan
potensi jumlah pegawai yang cukup besar, serta memiliki tingkat
pendidikan yang memadai maka upaya menciptakan pegawai
(aparatur) yang berkualitas, mampu dan terampil akan mudah
didapat, dengan cara melalui peningkatan pendidikan dan
pelatihan (baik struktural maupun teknis fungsional) secara
selektif, kompetitif dapat mendukung aparatur yang mantap dan
berwawasan luas. Perbandingan komposisi tingkat pendidikan
yang dimilikinya maka jelas bahwa performance aparatur di
Kabupaten Lamandau diharapkan dapat mengembangkan
organisasi pemerintah daerah ke depan yang lebih maju, dan
didukung adanya sumber daya yang mantap, guna kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Lamandau pada umumnya dan pegawai di

Sekretariat Daerah pada khususnya.
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Minat pegawai yang tinggi terutama dalam mengikuti
diklat struktural, karena tindak lanjutnya adalah untuk memangku
jabatan yang lebih tinggi, dan ini secara tidak langsung akan dapat

mensejahterakannya dari segi pendapatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dan

mempengaruhi  kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah terbatasnya sarana dan

prasarana pendidikan, minimnya kontribusi APBD terhadap pendanaan

diklat dan kurangnya promosi jabatan sebagai akibat korupsi, kolusi dan

nepotisme.

1)

2)

Sarana dan prasarana yang kurang memadai
Dukungan penyediaan sarana prasarana diklat di Kabupaten
Lamandau, berupa gedung pelatihan dan asramanya, fasilitas
perkantoran serta fasilitas lain yang diperlukan, dalam rangka
pendidikan dan pelatihan guna pembinaan serta pengembangan
pegawai masih belum memadai sehingga berpengaruh kepada
frekuensi penyelenggaraan diklat dan terbatasnya jumlah peserta
yang bisa ikut.
Rendahnya kontribusi APBD terhadap pendanaan diklat
Pengalokasian anggaran dari sumber dana APBD Kabupaten
Lamandau yang dibutuhkan untuk pengembangan serta pembinaan
sumber daya aparatur belum termasuk skala prioritas sehingga

masih sangat kurang dan masih jauh dari standar minimal yaitu 10%
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dari total APBD, realitasnya Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau hanya mengalokasikan kurang lebih 2% schingga
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam
tataran minimal, baik dari peserta, sarana prasarana dan kualitas
pelayanannya. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau tetap berupaya untuk rneningkatkan anggaran diklat tiap
tahunnya, namun masih kurang signifikan.

Persyaratan yang cukup sulit

Persyaratan yang dianggap cukup sulit oleh aparatur di
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yaitu apabila aparatur
ingin mengikuti diklat penjenjangan (struktural) harus mampu
berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan lulus
TOEFL dengan skor 400 untuk jabatan eselon IV, 425 untuk jabatan
eselon III dan 475 untuk jabatan eselon II.

Umumnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau, diklat struktural diikuti oleh pegawai yang sudah
menduduki jabatan (dukdik), sehingga untuk pegawai yang belum
menduduki jabatan meskipun pangkatnya sudah sampai, sangat
kurang sekali pimpinan mengusulkan promosi jabatan bagi
pegawainya tersebut. Dengan kata lain bahwa kesempatan untuk
mengikuti diklat struktural hanya terbuka kemungkinannya untuk
pegawai yang sudah menduduki jabatan, hal tersebut disebabkan
karena keterbatasan anggaran dan karena jumlah pegawainya

banyak sedangkan jabatan yang ada sedikit dan kepercayaan atasan
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yang mendominasi. Promosi jabatan memang tidak dilakukan secara
terbuka tetapi melalui Baperjakat, dengan menerima usulan-usulan
dari Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja. Hal itu dimaksudkan agar
Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja diharapkan untuk transparan dalam

melakukan promosi jabatan tidak terindikasi terjadi “diskriminasi”.

c. Faktor-faktor lain

Secara umum bila kita amati dan kaji hasil (outcome)

pelaksanaan diklat ada beberapa faktor lain yang masih menjadi

kelemahan-kelemahan dan kendala yang perlu diperhatikan serta

pengkajian secara berlanjut antara lain:

1)

2)

3)

4)
3)

6)

Belum optimalnya kompetensi (kewenangan) teknis yang dimiliki
oleh penyelenggara diklat maupun tenaga pengajar, nara

sumber atau widyaiswaranya.

Kurang mantapnya pelaksanaan proses AKD (Analisis Kebutuhan
Diklat), kurikulum diklat, dan model pembelajaran

Belum mantapnya proses penyelenggaraan diklat

Sistem informasi manajemen diklat belum maksimal

Kurang mantapnya akurasi data hasil evaluasi dampak diklat

Dengan demikian agar pelaksanaan diklat dapat memberikan

hasil outcome yang berbobot maka harus mengupayakan dan

menanggulangi serta meminimalkan dampak negatif adanya ancaman

yang dihadapi penyelenggara diklat dengan jalan mengatasi kelemahan-

kelemahan internal secara bertahap.
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6. Kondisi Aparatur Setelah Mengikuti Diklat

H. Horne menyatakan bahwa Pendidikan adalah proses yang terus
menerus (Abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi mahluk manusia
yang telah berkembangan secara fisik dan mental yang bebas dan sadar
kepada tuhan, seperti termanivestasi dalam alam sekitar intelektual dan
kemanusiaan dari manusia.

Sedangkan Drummond menyatakan bahwa Pelatihan berarti
menuntun dan pengarahkan perkembangan dari peserta pelatihan melalui
pengetahuan, keahlian dan sikap yang diperoleh untuk memenuhi standar
tertentu (kel4latbang.wordpress.com).

Untuk mengetahui manfaat diklat bagi aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau, maka harus terlebih dahulu diketahui tujuan
diadakannya diklat. Diklat bertujuan :

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan
instansi.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

¢. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan publik, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi

terwujudnya kepemerintahan yang baik.
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Secara umum sasaran diklat adalah terwujudnya pegawai negeri
sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan
masing-masing. Apabila tujuan dan sasaran diklat secara umum tersebut
dilaksanakan pada diklat penjejangan atau struktural atau diklatpim maka
tujuan diklatpim adalah mengembangkan pengetahuan, keahlian dan atau
keterampilan serta membentuk dan mengembangkan sikap kepribadian
yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk jabatan struktural.
Sedangkan sasaran diklatpim adalah untuk menghasilkan pegawai negeri
sipil yang mampu:

1) Membantu atasan dalam mengelola program;

2) Menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya kepada
atasan secara tertulis;

3) Menjabarkan pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan atasan;

4) Melaksanakan penugasan dari pimpinan secara tepat;

5) Menyusun rencana kegiatan unit kerjanya;

6) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana unit kerjanya
secara tepat;

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

8) Menggerakkan staf secara terorganisasi untuk mencapai sasaran unit
kerjanya;

9) Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.

Idealnya apabila tujuan dan sasaran diklat tercapai maka suatu
diklat dapat dikatakan berhasil. Namun kondisi di lapangan adalah suatu

realita yang tidak dapat dipungkiri. Untuk menentukan manfaat diklat bagi

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 123

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

aparatur yang selama ini telah penyelenggara diklat lainnya, maka dari segi
prosentase keberhasilan tidak dapat ditentukan secara pasti, namun apabila
dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh aparatur yang telah melaksanakan
diklat dapat diketahui dari laporan tertulis yang disampaikan kepada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang rata-rata dapat dikategorikan
baik.

Mengenai manfaat diklat sebagian besar aparatur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau menyatakan sangat besar manfaatnya bagi
pelaksanaan tugas disamping manfaat-manfaat lain yang dapat dirasakan
pada saat pelaksanaan diklat.

Seperti meningkatnya pengetahuan dalam membuat laporan atau
membuat format-format surat yang baik melalui media komputer yang
pada waktu diklat memang diajarkan. Ada juga yang menyatakan bahwa
dengan mengikuti diklat, dapat diketahui bagaimana melakukan koordinasi
dengan instansi lain dengan baik.

Tidak semua peserta diklat dapat menyerap apa yang diajarkan atau
dilatihkan oleh pengajar atau pelatih buktinya dari wawancara yang
dilakukan dapat diketahui bahwa walaupun seseorang telah mengikuti
diklat adakalanya tidak jauh berbeda dengan kondisi pegawai tersebut
ketika tidak mengikuti diklat. Ternyata tidak semua peserta diklat
memperoleh manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ada sebagian
yang merasakan manfaat justru karena bisa bertemu dengan peserta dari
instansi atau unit-unit lain. Mereka dapat berkenalan dan menceritakan

berbagai pengalaman kerja dan tugas yang dijalani sehingga mereka dapat
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bertukar pengalaman, yang justru dapat memberikan masukan atau ide
yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahkan ada juga yang menyatakan
bahwa dengan mengikuti diklat berarti bisa menikmati waktu bebas dari
jam kantor dan merupakan waktu refreshing, karena bisa melakukan hal-
hal yang dianggap menyenangkan dengan banyak kawan. Dengan
demikian kondisi aparatur Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau setelah mengikuti diklat cukup beragam tergantung jenis atau
macam diklat yang diikuti, namun umumnya kondisi pegawai setelah
mengikuti diklat teknis lebih jelas terlihat perubahannya dalam pekerjaan
dibandingkan dengan pegawai yang hanya mengikuti Diklat umum seperti

Diklatpim IV dan Diklatpim III.

7. Pembahasan

a, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah
Pembinaan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,
mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang
diantaranya diwujudkan dengan melaksanakan apel pagi, apel sore dan
gabungan, serta melaksanakan sosialisasi kepegawaian dan diatur
pembinaannya secara berjenjang dan kebijakan daerah tentang
pembinaan pegawai seperti pemberian tunjangan daerah Dalam rangka
meningkatkan kinerja dan kedisiplinan PNS. Adanya absent elektronik

dan upaya mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan,
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seminar, workshop dan sosialisasi peratiran kepegawaian (Wawancara
dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum).

Pengembangan sumber daya aparatur daerah di Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia juga menerapkan pola yang sama dengan daerah lain di
Indonesia seperti yang dikemukakan Widjaja dalam Halimah (2005)
melalui diantaranya diklat struktural dan diklat teknis fungsional.
Penyusunan program diklat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
berpedoman pada hasil analisis kemampuan aparatur dan analisis
kebutuhan diklat, disamping itu dalam menyusun program diklat teknis
juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
utamanya kebutuhan teknis sesuai dengan kondisi yang berkembang
serta menjadi prioritas dalam penyusunan program. Adapun diklat
struktural yang sering dilaksanakan adalah Diklatpim IV, Diklatpim III
dan Diklatpim II dan khusus untuk pelaksanaan diklat teknis dan
fungsional memiliki beragam bentuk, seperti (1) Bidang Administrasi:
diklat manajemen kepegawaian, diklat manajemen kearsipan, diklat
kehumasan, diklat pengawasan, diklat komputer, diklat bagi para
pejabat fungsional, diklat bahasa Inggris, diklat analisis jabatan, diklat
perpustakaan dan dokumentasi, TOT materi substantif diklat
administrasi, diklat analisis kemampuan manajemen (2) Bidang
Keuangan: diklat manajemen audit, diklat bendaharawan daerah, diklat
manajemen Keuangan daerah, diklat sistem akuntansi pemerintah dan

operator komputer, diklat penyelesaian kerugian keuangan
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Negara/Daerah, diklat pengawasan keuangan "C", diklat bidang
penggalian, pengembangan Pengelolaan PAD; (3) Bidang
Pembangunan: Diklat RENSTRA (Rencana Strategis) Daerah, teknik
dan manajemen perencanaan pembangunan tingkat dasar (TMPPD),
latihan perencanaan dan tatalaksana pembangunan daerah (LPTPD),
pelatihan kader pembangunan desa terpadu (LPDT), diklat barang dan
jasa pemerintah, diklat perkotaan, TOT perencanaan pembangunan
berwawasan jender, TOT substantif bidang diklat pembangunan
lainnya, diklat penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun sangat disayangkan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
guna pengembangan sumber daya aparatur daerah dalam rangka
otonomi daerah tersebut masih jauh dari sempuma. Hal ini terlihat dari
masih kecilnya anggaran dana pendidikan dan latihan bagi pemerintah
aparatur daerah Kabupaten Lamandau yang sampai dengan tahun 2013
hanya mencapai angka 1,57%. Sama dengan hasil penelitian Bambang
Wijayanto di Kabupaten Ponorogo dan Sukadani di Kota Banjarmasin,
dan pelaksanaan program tidak jarang menyimpang dari tujuan
pengembangan sumber daya aparatur, seperti mutasi dan promosi,
senada dengan hasil penelitian Sukadani. Padahal menurut Sachroni
dalam Halimah (2005) faktor aparatur pemerintah dan keuangan daerah
menjadi sangat penting karena merupakan prasyarat mutlak dalam
penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini dan menurut

Siagian dalam Halimah (2005) banyaknya frekuensi pelaksanaan diklat
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sebagai suatu investasi sumber daya manusia. Demikian juga hasil
lapangan penelitian ini memperkuat hasil penelitian TIM Peneliti
Fakultas [Imu Administrasi (FIA) Unibraw Malang yang menyatakan
keterkaitan pendidikan dan pelatihan dengan pengembangan karier
pegawai bisa dikatakan kecil. Dengan demikian belanja ; pegawai di
Kabupaten Lamandau tidak memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor : 890/2391/Diklat/1998 tentang pemantapan program
pembinaan Diklat aparatur Depdagri, yang menentukan bahwa bagi
pemerintah Kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana dari APBD
sebesar-besarnya 10% untuk anggaran diklat aparatur karena
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memberikan porsi di bawah
10 % sehingga kurang mendukung langkah mempersiapkan kader-kader
pemerintahan  di daerah. Tetapi walaupun demikian di sisi lain
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dapat dikatakan benar-benar
memperhatikan persoalan kepegawaian terbukti dengan dibentuknya
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Lamandau yang mana hal ini berarti memenuhi prinsip ke-10 yaitu
Pemerintah Daerah yang memiliki pengorganisasian yang bersifat
desentralistis sebagaimana diharapkan oleh Syaukani dalam Halimah
(2005) dalam upaya reinventing government di Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau.

Berkenaan dengan kualitas penyelenggaraan diklat yang
dilaksanakan oleh BKPP Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan

wawancara dengan beberapa pejabat daerah mengatakan cukup baik
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karena mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksana
dari Pemerintah Pusat tentang bagaimana pelaksanaan diklat pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Dekretariat Daerah tetap mengupayakan bagi pegawai yang
berminat mengikuti diklat diberi kesempatan yang sama di setiap
bagian-bagian yang ada di Sekretariat asalkan memenuhi persyaratan
yang diajukan oleh Badan Diklat. Dengan demikian output diklat yang
diharapkan nantinya menurut Widjaja dalam Halimah (2005) akan
memberikan bantuan pada masa yang akan datang dengan jalan
mengembangkan pola berpikir dan bertindak, terampil, berpengetahuan
dan mempunyai sikap serta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan
pekerjaan, dan terlebih lagi akan mencapai tujuan yang diharapkan
dalam PP 101 Tahun 2000 terutama pasal 2 dan 3. Oleh karenanya,
dalam pelaksanaan diklat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Lamandau memperhatikan aspek urgensi/prioritas sesuai dengan
kebutuhan pembangunan, syarat kelulusan peserta diklat selalu sesuai
dengan aturan yang berlaku dan relevansi materi serta kurikulum diklat
sesuai dengan modul/standar pengkajian kebutuhan diklat di lingkungan
Departemen Dalam Negeri. Sedangkan kompetensi narasumber,
fasilitator/widyaiswara dengan materi yang disampatkan cukup
memadai karena yang menjadi narasumber adalah pejabat yang

berwenang dan orang-orang yang profesional di bidangnya.
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8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan dan

Latihan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur tidak bisa
dipisahkan seperti dua sisi mata uang, dimana ada sisi yang mendukung
dan sisi lain justru sebaliknya, yaitu sebagai faktor penghambat.
Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Kaho dalam Halimah (2005)
bahwa dalam pelaksamaan otonomi Daerah termasuk di dalamnya
pengembangan sumber daya aparatur dipengaruhi oleh berbagai faktor
di antaranya adalah faklor kebijakan, faktor sumber daya manusia,
faktor sumber daya keuangan, sarana dan prasarana. Demikian juga
pada hasil penelitian ini pelaksanaan diklat pegawai di Sekretariat
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh faktor--
faktor tersebut, seperti: faktor kebijakan (UU No.22, UU No.25 Tahun
1999, UU No.43 Tahun 2000, UU No.32 Tahun 2004) dan faktor
sumber daya manusia yaitu minat pegawai atau aparatur yang cukup
tinggi. Kedua faktor ini termasuk dalam kelompok faktor yang
mendukung. Sedangkan yang merupakan kelompok faktor penghambat
yang dihadapi dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pendidikan dan
latihan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah terbatasnya
sarana dan prasarana pendidikan, minimnya kontribusi APBD terhadap
pendanaan diklat dan kurangnya promosi jabatan. Hal ini terjadi karena
sebagian pimpinan menggunakan sistem karier tertutup bagi

pengembangan sumber daya aparaturnya sehingga yang didapat tidak
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sesuai dengan harapan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi yang kuat
sehingga keberadaan aparat pemerintah daerah diharapkan akan mampu
memainkan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus
pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pernbinaan rmasyarakat. Sedangkan faktor-faktor lain, seperti: belum
optimalnya kompetensi (kewenangan) teknis yang dimiliki oleh
penyelenggara diklat maupun narasumber, tanaga pengajar atau
widyaiswaranya, kurang berjalannya pelaksanaan proses AKD (Analisis
Kebutuhan Diklat), kurikulum diklat, dan model pembelajaran, belum
mantapnya proses penyelenggaraan diklat, sistem informasi manajemen
diklat kurang maksimal dan kurang mantapnya akurasi data hasil

evaluasi dampak diklat.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 131

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah

dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia (aparatur) melalui pendidikan dan

pelatihan di Sekretariat Daerah Kabupaten, secara umum dilakukan
melalui: (a) diklat pra jabatan; (b) diklat kader/manajemen pemerintahan;
(c) diklat penjenjangan struktural; (d) diklat teknis dan fungsional. Upaya
tersebut diwuyjudkan dengan pembentukan kader, yang bergerak di bidang
kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lamandau, namun sayangnya tidak ditunjang ketersediaan

anggaran APBD yang masih berada di bawah 10%.

. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diklat: (a) faktor

pendukung berupa kebijakan dan minat pegawai yang cukup tinggi dan
adanya program kegiatan di sekretariat daerah yang terkait dengan diklat
serta Peraturan Bupati; (b) faktor penghambat berupa terbatasnya sarana
dan prasarana pendidikan, minimnya kontribusi APBD terhadap
pendanaan diklat yang pada tahun 2013 hanya mencapai angka 1,57%,
persyaratan yang cukup sulit bagi aparatur yang ingin mengikuti diklat
seperti harus mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang
dibuktikan dengan lulus TOEFL dengan skor 475 untuk eselon II, 425
untuk eselon III dan 400 untuk eselon IV dan dan kurangnya promosi

jabatan.
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B. Saran-saran
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini
khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam
meningkatkan kemampuan aparaturnya guna melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat
adalah:

1. Untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan, struktural maupun fungsional maka diharapkan
kepada pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian khusus
terhadap penganggaran diklat dengan memberikan kontribusi APBD
minimal 10% dari total anggaran belanja pegawai sesuai Surat Edaran
Mendagri Nomor : 890/2391/Diklat/1998 agar aparatur yang sudah
menduduki jabatan struktural eselon IV, III dan II tidak menunggu lebih
dari dua tahun untuk didiklatkan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau khususnya di Sekretariat Daerah
agar ada keseimbangan dalam menciptakan kemampuan aparatur yang
mantap secara utuh maka mengupayakan jenis diklat khususnya diklat
teknis (fungsional) yang dapat atau lebih mengarah keprofesionalisme
bidang pekerjaannya, mendukung kelancaran pekerjaan sangatlah perlu
ditingkatkan volumenya, karena nampaknya pengelola diklat selalu
cenderung dengan diklat struktural saja dengan asumsi untuk

memperlancar promosi jabatan.
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PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA Drs. ARIPIN LP. UMBING, M.A P

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKHIR S-2

NIP 19581226 198001 1 001

PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PEMBINA UTAMA MADYA
AV/d)

JABATAN SEKRETARIS DAERAH

UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH

II. DAFTAR PERTANYAAN
1. Sekretaris Daerah
1. Apakah ada diklat fungsional khusus untuk PPTK ?, karena dulu ada
yang namanya Kursus Manajemen Proyek (KMP) karena ada sebutan
Pemimpin Proyek, sedangkan sekarang sebutan Pemimpin Proyek
diganti dengan nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apa
saja diklat yang diikuti oleh PPTK ?

2. Apakah PNS yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat struktural

dan fungsional?
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PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA Drs. SAPTONO,M.AP

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKHIR S-2

NIP 19580805 198511 1 002
PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
JABATAN ASISTEN ADM UMUM

UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH

II. DAFTAR PERTANYAAN

2. Asisten Administrasi Umum

1.

NS n W

9.
10.

Bagaimana pembinaan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau ?

Bagaimana kualitas penyelenggaraan diklat di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau ?

Apa faktor pendukung dan penghambatnya ?

Apakah ada kebijakan daerah tentang pembinaan pegawai ?
Bagaimana sistem reward dan punishment, apakah terlaksana dg baik ?
Apa dasar dan alasan pegawai dimutasikan ?

Apakah ada perubahan yg berarti setelah pegawai mengikuti diklat ?
contoh ?

Bagaimana tindak lanjut bagi pegawai yang telah mengikuti diklat ?
Bagaimana kesesuaian antara Diklat yang diikuti dengan jabatannya ?

Apakah promosi jabatan dilakukan secara terbuka caranya spt apa ?

12) Bagaimana minat aparatur untuk mengikuti diklat ?

13) Apakah ada pejabat yang menduduki jabatannya yang tidak sesuai

dengan syarat ?

14) Apakah ada pejabat struktural yang secara DUK lebih rendah dari

bawahannya? Mengapa hal itu dibiarkan ada ?

15) Bagaimana kesempatan tugas belajar bagi pegawai ? Bantuan apa yang

diberikan ? Bagaimana tindaklanjutnya setelah selesai tugas belajar ?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 138

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA DR. MEIGO, S.Pd, M.Si
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
PENDIDIKAN TERAKHIR S-3

NIP 19690613 199512 1 003
PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PEMBINA TK.I (IV/b)
JABATAN KEPALA BKPP

UNIT KERJA BKPP

II. DAFTAR PERTANYAAN
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

1.

Diklat apa saja yang diselenggarakan selama 5 tahun terakhir di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ? siapa
penyelenggaranya ? syaratnya ? jenisnya ?

Alasan dilaksanakan diklat tersebut ? sumber dan besarnya biaya ?
Apakah syarat kelulusan peserta diklat selalu sesuai dengan aturan
yang berlaku ?

3. Bagaimana relevansi materi dan kurikulum diklat ?

® N o w»

Bagaimana kompetensi narasumber (fasilitator) dengan materi yang
disampaikan ? siapa saja yang menjadi narasumber ?

Bagaimana tindak lanjut setelah pegawai mengikuti diklat ?
Bagaimana sarana dan prasarana diklat ?

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan diklat tersebut ?

Bagaimana relevansi  antara  pelaksanaan  diklat  dengan
penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Lamandau ?
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PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA Drs. ABISUA

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKHIR S-1

NIP 19641115 199003 1 015
PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
JABATAN KEPALA DPPKAD

UNIT KERJA DINAS PPKAD

II. DAFTAR PERTANYAAN
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Apakah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki kontribusi dalam penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah ?

2. Apabila Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki kontribusi dalam penyediaan anggaran untuk diklat, apakah
penyediaan dana tersebut masuk dalam skala prioritas ?

3. Apabila Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki berkontribusi terhadap penyediaan anggaran diklat, berapa
persen kira-kira yang dapat disediakan dari total anggaran yang ada di

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

1. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA KAMINI ANTHUS, S.IP
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
PENDIDIKAN TERAKHIR S-1

NIP 19760304 200502 1 003

PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PENATA TK.I (III/d)

JABATAN

KABAG ORTAL

UNIT KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

II. DAFTAR PERTANYAAN

5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah

1. Apakah Struktur Organisasi yang ada di Sekretariat Daerah sudah

memenuhi kebutuhan organisasi ?

2. Apakah di Sekretariat Daerah masih ada jabatan yang belum terisi,

baik eselon IV, III maupun II ?

3. Mengapa bisa terjadi kekosongan jabatan ?

4. Bagaimana dengan promosi jabatan ?
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1. IDENTITAS PEJABAT STRUKTURAL YANG MEMBERI JAWABAN

NAMA SABANG PARULIAN, SP
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
PENDIDIKAN TERAKHIR S-1

NIP 19731103 200604 1 006
PANGKAT/GOLONGAN RUANG | PENATA (IIl/c)
JABATAN KASUBBAG PAK

UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH

II. DAFTAR PERTANYAAN

6. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

1. Bagaimana tingkat kehadiran pegawai selama satu bulan, apakah

mencapai 100 % atau kurang ?

2. Apabila mereka tidak hadir, apasaja alasan mereka ?

3. Bagaimana kenaikan pangkat dan gaji pegawai secara berkala ?

4. Apakah pegawai mengurus sendiri atau sudah disiapkan oleh Sub

Bagian Kepegawaian ?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

142



16/41787 .pdf UNIVERSITAS TERBUKA

7. Dokumentasi
1. Profil Kabupaten Lamandau
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau
3. Profil Kepegawaian Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
- Tingkat pendidikan
Golongan/Pangkat
Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti

Jumlah pegawai yang duduk di jabatan struktural
- dll

4. Profil Pendidikan dan Patihan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau

5. Besarnya anggaran untuk kegiatan kepegawaian

Belanja pegawai

- Anggaran untuk pendidikan dan latihan (dalam 5 tahun)

Anggaran pembinaan pegawai
Jumlah APBD dan PAD (dalam 5 tahun)

6. Laporan Pertanggungjawaban Bupati 5 Tahun terakhir
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Lampiran : 2

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sekretaris Daerah
1. Apakah ada diklat fungsional khusus untuk PPTK ?, karena dulu ada yang namanya

Kursus Manajemen Proyek (KMP) karena ada sebutan Pemimpin Proyek,

sedangkan sekarang sebutan Pemimpin Proyek diganti dengan nama Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apa saja diklat yang diikuti oleh PPTK ?

Jawab : Diklat fungsional khusus untuk PPTK masih belum ada, dulu sebenarnya
ada yang namanya Kursus Majamen Proyek, diklat tersebut sangat baik
untuk meningkatkan kualitas SDM bagi para PPTK yang dulu sebutannya
Pemimpin Proyek, tetapi karena istilah Pimpro sudah tidak ada lagi, maka
KMPpun tidak ada, padahal kursus tersebut sangat penting untuk
meningkatkan kualitas sumber daya pejabat fungsional tersebut, agar tidak
menyimpangan dan keliru dalam melaksanakan tugas fungsionalnya.
Secara umum, diklat yang diikuti oleh para PPTK adalah Diklat Barang
dan Jasa, diklat tersebut merupakan implementasi dari Pcrpres Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang

pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Apakah PNS yang ada di Sckretariat Daerah Kabupaten Lamandau mendapat

kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat struktural dan fungsional?
Jawab : Diberikan kesempatan yang sama, tetapi sambil melihat ketersediaan
anggaran sehingga kesempatan diberikan sesuai DUK bagi yang struktural,

dan sesuai tugas dan fungsinya bagi yang fungsional.

Narasumber :
Sekretaris Daerah,

Drs. ARIPIN LP. UMBING, M.A.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19581226 198001 1 001
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2. Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum (Asisten I1I)

1. Bagaimana pembinaan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau ?

Jawab : Pembinaan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,
mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
yang diantaranya diwujudkan dengan melaksanakan apel pagi, apel
sore dan gabungan, serta melaksanakan sosialisasi kepegawaian
dan diatur pembinaannya secara berjenjang.

2. Bagaimana kualitas penyelenggaraan Diklat di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau ?

Jawab : Kualitas penyelenggaraan diklat di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau cukup memadai dilaksanakan sesuai
program dan kegiatan. PNS yang telah mengikuti diklat
menularkan kepada yang belum mengikuti diklat, sehingga
pendidikan dan latihan yang diselenggarakan dapat meningkatkan
sumber daya manusia pegawai negeri sipil.

3. Apa faktor pendukung dan penghambatnya ?

Jawab :- Faktor pendukungnya adalah adanya program kegiatan,
ketersediaan anggaran, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya.
- Faktor penghambat, SDM aparatur di Sekretariat Daerah belum
dapat memenuhi (terbatas) disetiap sektor kegiatan.

4. Apakah ada kebijakan daerah tentang pembinaan pegawai ?

Jawab : Ada, kebijakan daerah tentang pembinaan pegawai seperti
pemberian tunjangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja
dan kedisiplinan PNS. Adanya absent elektronik dan upaya
mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan, seminar,
workshop dan sosialisasi peratiran kepegawaian.

5. Bagaimana sistem reward dan punishment, apakah terlaksana dg baik ?

Jawab : Pemerintah Daerah pada umumnya menerapkan sistem reward dan
punishment dengan baik.
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11.

12.
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Apa dasar dan alasan pegawai dimutasikan ?

Jawab : Dasar pegawai dimutasikan adalah Peraturan Pemerintah RI No.9
Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS.

Apakah ada perubahan yang berarti setelah pegawai mengikuti diklat ?

contoh ?

Jawab : Ada, contohnya SDM meningkat, kinerja jadi lebih baik dari
sebelum diklat ada kedisiplinan dan kehadiran kerja lebih baik dari
sebelumnya.

Bagaimana tindak lanjut bagi pegawai yang telah mengikuti Diklat ?

Jawab : Tindaklanjutnya ditempatkan pada kompetensi yang sesuai agar
dapat menularkan hasil diklat kepada PNS yang lainnya.

Bagaimana kesesuaian antara Diklat yang diikuti dengan jabatannya ?

Jawab : Yang mengikuti diklat memang sesuai dengan kompetensi tugas
fungsi dan jabatannya.

Apakah promosi jabatan dilakukan secara terbuka caranya seperti apa ?

Jawab : Promosi jabatan dilakukan secara terbuka melalui Badan
Pertimbangan Kepangkatan (Baperjakat).

Bagaimana minat aparatur untuk mengikuti Diklat ?

Jawab : Minat Aparatur untuk mengikuti diklat cukup tinggi.

Apakah ada pejabat yang menduduki jabatannya yang tidak sesuai dengan
syarat ?

Jawab : Ada, karena keterbatasan SDM yang kompetensinya sesuai dengan
jabatannya. Seperti diantara Camat ada yang bukan latar belakang
pendidikannya.
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13. Apakah ada pejabat struktural yang secara DUK lebih rendah dari bawahannya?
Mengapa hal itu dibiarkan ada ?
Jawab : Tetap memperhatikan DUK yang dibahas dalam rapat Baperjakat.

14. Bagaimana kesempatan tugas belajar bagi pegawai ? Bantuan apa yang diberikan ?

Bagaimana tindaklanjutnya setelah selesai tugas belajar ?

Jawab : Diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS untuk tugas belajar
yang tentunya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagi yang tugas belajar,
biayanya ditanggung oleh Pemerintah daerah, setelah selesai kembali
melaksanakan tugas seperti biasa, bisa ditugaskan yang lama ataupun tugas
yang ditetapkan baru, menyesuaikan kompetensinya dan apabila telah
memenuhi kriteria menduduki jabatan seperti pangkat, masa kerja dan

kompetensi akan dipromosikan.

Narasumber :
Asisten Administrasi Umum,

-~

Drs. SAPTONO, M.A.P
Pembina Utama Mpda (IV/c)
NIP. 19580805 198511 1 002
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TRANSKRIP WAWANCARA

3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

1.

Apakah anggaran Diklat sudah mencapai 10 % atau lebih dari total

anggaran Belanja Pegawai ?

Jawab : Anggaran untuk diklat masih sangat kurang, Tahun 2013 <2%
dari total anggaran belanja pegawai.

Apakah seluruh pejabat yang menduduki jabatan eselon IV, III dan II

sudah mengikuti diklat ?

Jawab : Belum semua pejabat yang menduduki jabatan eselon IV, III
dan II sudah mengikuti diklat, karena menunggu antrian,
penyebabnya adalah keterbatasan dana diklat, hal tersebut bisa
dilihat dari jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklat :

a.

Eselon II berjumlah 32 orang, yang sudah mengikuti diklat
15 orang dan belum mengikuti diklat 17 orang. Anggaran
untuk masing-masing orang Rp.30.261.000,- per orang.
Tahun 2010-2014 untuk eselon II hanya bisa
diberangkatkan 2 orang saja, maka untuk mendiklatkan
semua eselon Il sampai habis dibutuhkan waktu 9 tahun.
Eselon III berjumlah 199 orang, yang sudah mengikuti
diklat 72 orang dan belum mengikuti diklat 47 orang.
Anggaran untuk masing-masing orang Rp.22.155.000,- per
orang.

Eselon IV berjumlah 193 orang, yang sudah mengikuti
diklat 96 orang dan belum mengikuti diklat 97 orang.
Anggaran untuk masing-masing orang Rp.20.230.000,- per
orang.

Menurut Kepala BKPP bahwa aturan PNS yang menduduki
jabatan eselon II, III, IV, maksimal menduduki jabatan 2 tahun
harus didiklatkan, karena konsekwensinya, kalau sudah 2
tahun memduduki jabatan eselon belum didiklatkan maka
tunjangan jabatan akan tidak dapat dibayarkan atau dihapus.

Narasumber :
Kepala BKPP,

DR. MEIGO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690613 199512 1 003
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4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melalui
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Diklat apa saja yang diselenggarakan selama 5 tahun terakhir di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ? siapa penyelenggaranya ?
syaratnya ? jenisnya ?

Alasan dilaksanakan diklat tersebut ? sumber dan besarnya biaya ?
Jawab :

a. Diklat yang diselenggarakan selama S Tahun terakhir adalah :
1) Diklat Prajabatan CPNS diselenggarakan oleh Bandiklat Provinsi.
2) Diklat Pim Tingkat III dan IV diselenggarakan oleh Bandiklat
Provinsi.
3) Diklat Pim Tingkat II diselenggarakan oleh LAN dan Bandiklat
Provinsi Jawa Timur.

b. Syarat untuk mengikuti Diklat tersebut :

1) Berstatus sebagai CPNS yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan
CPNS.

2) Memiiki [jazah D-4, S-1, S-2, dan S-3 untuk Diklat Prajabatan
Golongan III dan memiliki [jazah SLTA, D-1, D-2, D-3 dan sederajat
dengan Diklat Prajabatan Golongan II.

3) Surat Penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

c. Diklat Pim II, II, dan IV :

1) Pegawai Negeri Sipil

2) Pendidikan Minimal S-1

3) Pangkat/Golongan minimal Pembina (IV/a) untuk Diklat Pim II,
Penata Tk.I (I1I/d) untuk Diklat Pim III dan Penata Muda Tk.I (IIl/b)
untuk Diklat Pim IV.

3) Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan
dengan lulus TOEFL dengan skor 475 untuk eselon II, 425 untuk
eselon III dan 400 untuk eselon IV.

4) Telah menduduki jabatan struktural sesuai eselon jabatan yang
ada/dijabat oleh PNS yang bersangkutan, bagi yang belum
menduduki jabatan harus telah lulus tes/ujian seleksi pada jenjang
jabatan yang akan diikuti.

d. Jenis Diklat yang diikuti :
1) Diklat Prajabatan CPNS merupakan diklat Dasar
2) Diklat Pim II, III, IV merupakan Diklat penjenjangan
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e. Alasan mengikuti Diklat :
Diklat Prajabatan CPNS merupakan dasar untuk pengangkatan CPNS
menjadi PNS, sedangkan Diklat Pim II, III, dan IV untuk syarat
menduduki jabatan struktural.

f. Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Lamandau yang diposting
pada DPA SKPD BKPP, dengan rincian biaya untuk masing Diklat
tersebut adalah :

1) Diklat Prajabatan Golongan II Rp.4.945.000 per orang

2) Diklat Prajabatan Golongan III Rp.6.145.000 per orang

3) Diklat Pim Tingkat II Rp.30.261.000 per orang

4) Diklat Pim Tingkat III Rp.18.300.000 per orang

5) Diklat Pim Tingkat 1V Rp.13.200.000 per orang
Apakah syarat kelulusan peserta diklat selalu sesuai dengan aturan yang
berlaku ?

Jawab : ya, selalu sesuai dengan aturan yang berlaku

Bagaimana relevansi materi dan kurikulum diklat ?

Jawab : Materi diklat selalu memiliki relevansi dengan kurikulum diklat
sesuai kebutuhan dan kompetensinya, baik untuk diklat prajabatan
maupun untuk diklat penjenjangan karena materi diklat harus telah
dipersiapkan sesuai kurikulum diklat, tidak boleh menyimpang dari

yang diisyaratkan.

Bagaimana kompetensi narasumber (fasilitator) dengan materi yang

disampaikan ? Siapa saja yang menjadi narasumber ?

Jawab : Kompetensi narasumber sangat baik dan mampu untuk menyampaikan
materi kepada peserta sedangkan yang menjadi narasumber adalah

Widyaiswara Bandiklat Provinsi dan Widyaiswara Nasional.

Bagaimana tindak lanjut setelah pegawai mengikuti diklat ?

Jawab : Setelah pegawai mengikuti diklat mereka wajib membuat laporan
pelaksanaan diklat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)
dan selanjutnya mengaplikasikan ilmu yang didapat saat diklat dalam

menjalankan tugas dan jabatan di lingkungan SKPD tempat bekerja.
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Bagaimana sarana dan prasarana Diklat ?
Jawab : Sarana dan prasarana diklat sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan

akreditasi fasilitas diklat.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Diklat tersebut ?

Jawab : Peraturan-peraturan kepegawaian yang mengatur tentang syarat-syarat
pengangkatan CPNS menjadi PNS serta syarat-syarat menduduki jabatan
struktural, sarana dan prasarana diklat, Widyaiswara harus memenuhi

standar yang ditentukan dalam SPM.

Bagaimana relevansi antara pelaksanaan Diklat dengan penyelenggaraan Otonomi

Daerah Kabupaten Lamandau ?

Jawab :

a. Relevansi antara pelaksanaan diklat dengan penyelenggaraan otonomi daerah di
Kabupaten Lamandau sangat memiliki relevansi karena daerah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan diklat tersebut sendiri yang sifatnya bisa
dilaksanakan di daerah, hanya saja kita masih harus melengkapi kekurangan
fasilitas atau sarana dan prasarana diklat agar memenuhi akreditasi pelaksanaan
diklat di daerah.

b. Dengan pelaksanaan diklat maka berkorelasi dengan kinerja PNS yang
bersangkutan sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas sesuai
tupoksinya sebagai penyelenggara otonomi daerah Kabupaten Lamandau. Ketika
yang bersangkutan telah menerima/menyelesaikan diklat, maka terlihat
perbedaan dengan sebelum mengikuti diklat dalam hal menyelesaikan tugas dan

memberikan layanan publik kepada masyarakat . amandau.

Narasumber :
Kepala BKPP,

Hligd

DR. MEIGO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690613 199512 1 003
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S. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Apakah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki kontribusi dalam penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan
Pelatihan aparatur Pemerintah Daerah ?

Jawab : a. Sesuai ketentuan Peraturan Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa masing-
masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan/bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan pada Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

b.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Lamandau telah mengalokasikan
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan pada DPA SKPD
Tahun Anggaran 2014 namun hanya diperuntukkan untuk
kepentingan aparatur pada DPPKAD, dan tidak ada kaitannya
dengan pengalokasian anggaran untuk aparatur pada SKPD lain.

2. Apabila Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki
kontribusi dalam penyediaan anggaran untuk Diklat, apakah penyediaan dana
tersebut masuk dalam skala prioritas ?

Jawab : a. Sesuai prosedur penyusunan anggaran, bahwa SKPD telah
melakukan identifikasi program dan kegiatan prioritas yang akan
dituangkan dan rencana kerja dan anggaran pada tahun berkenaan.
Selanjutnya dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dalam rangka menetapkan kegiatan
yang bersifat prioritas untuk selanjutnya dituagkan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran SKPD pada tahun berkenaan.

b. Mengingat anggaran untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan
teknis implementasi peraturan perundang-undangan telah
dialokasikan dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2014, maka
alokasi anggaran tersebut termasuk dalam kegiatan prioritas tahun
berkenaan.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 152

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41787 .pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

3. Apabila Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki
berkontribusi terhadap penyediaan anggaran Diklat, berapa persen kira-kira yang
dapat disediakan dari total anggaran yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan ?

Jawab : a. Sebagaimana dijelaskan pada point (1) bahwa alokasi anggaran
pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan pada DPA DPPKAD tidak ada keterkaitannya
dengan pengalokasian anggaran untuk aparatur pada SKPD lainnya.

b. Berdasarkan DPA SKPD DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun
Anggaran 2014 dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan
Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi
peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 100.000.000,-

Narasumber :

(IC Z DPPKAD,

Drs. ABISUA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015
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6. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah

1. Apakah Struktur Organisasi yang ada di Sekretariat Daerah sudah
memenuhi kebutuhan organisasi ?

Jawab : Struktur Organisasi yang ada saat ini memang belum sepenuhnya
dapat mengakomodir kebutuhan organisasi sebagaimana yang
diharapkan, untuk kedepannya akan diadakan perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan mempergunakan
hasil dari analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
yang telah disusun sehingga good government dan good
governance dapat terwujud.

2. Apakah di Sekretariat Daerah masih ada jabatan yang belum terisi, baik
eselon IV, III maupun II ?

Jawab : Kekosongan jabatan hanya terdapat pada jabatan Eselon IV.a yaitu
sebanyak 12 jabatan struktural.

3. Mengapa bisa terjadi kekosongan jabatan ?

Jawab : Kekosongan jabatan di Sekretariat Daerah disebabkan oleh belum
terpenuhinya syarat administratif sesuai jenjang kepangkatan yang
dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat
dalam jabatan struktural khususnya untuk jabatan struktural Eselon
[V.a, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan dari ketentuan
yang diatur dalam Peraturan yang berlaku dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002,
namun dalam waktu dekat jumlah kekosongan jabatan struktural
tersebut akan direduksi mengingat telah diusulkannya beberapa
Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan telah memenuhi
syarat kepangkatan wuntuk diangkat/dilantik dalam jabatan
struktural yang masth kosong.
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4. Bagaimana dengan promosi jabatan ?

Jawab : Promosi jabatan dilaksanakan dengan pertimbangan yang rasional

dan obyektif dengan mengedepankan kompetensi dan kebutuhan
organisasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT), instrumen penilaian yang dipergunakan tetap
sesuai dengan kaidah dan etika sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, memang sampai
dengan saat ini proses promosi jabatan masih dilakukan dengan
cara yang konvensional dan untuk kedepan telah diwacanakan
untuk mempergunakan piranti Computer Assisted Test (CAT)

system, sehingga pola karier melalui promosi jabatan yang

berorientast pada “the right man in the right place” menuju
peningkatan kinerja organisasi dapat terealisasi.

Narasumber :

Kepala Bagi TANisasi

KAMINIANTHUS, S.IP
Penata Tingkat I (111/d)
NIP. 19800612 200312 1 007
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7. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

1. Bagaimana tingkat kehadiran pegawai selama satu bulan, apakah mencapai

100 % atau kurang ?

Tingkat Kehadiran PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau bervariasi setiap bulannya, kadang-kadang mencapai
100% dan kadang-kadang kurang < 100%.

2. Apabila mereka tidak hadir, apa saja alasan mereka ?
Jawab: Alasan yang biasa dikemukakan adalah sedang sakit dan ada

keperluan keluarga.

3. Bagaimana kenaikan pangkat dan gaji pegawai secara berkala ?

Jawab : Kenaikan pangkat ada yang regular, ada yang penyimpangan sesuai

dengan TMT kenaikan pangkat terakhir yang bersangkutan dan
jabatan yang diduduki PNS yang bersangkutan.

Gaji berkala : kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, yang telah
mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan
gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah
memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4. Apakah pegawai mengurus sendiri atau sudah disiapkan oleh Sub Bagian
Kepegawaian ?
Jawab : Kenaikan pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamandau diurus sendiri oleh yang bersangkutan sesuai
dengan Surat Edaran dari BKPP Kabupaten Lamandau, sedangkan
gaji berkala sudah disiapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamandau dengan mengacu pada Kartu Kendali
Kenaikan Gaji Berkala masing-masing PNS.

NIP. 19580803 198511 1 002
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8. Dr. Liestyodono, M.Si
9. Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS.
10. Prof. Agus Sholahuddin, M.Si
11. Dr. Tita Rosita, M.Pd
12. Dr. Nurhasanah, M.Si
13. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc.
14. Prof. Dr. irfan Ridwan Maksum, M.Si
15. Dr. Agus Maulana, MSM
16. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si
Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Palangka Raya, 20 Maret 2014
Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya,

Prof.pr. Holten Sion, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Lampiran Surat No: 2 ¥4 /UN31.45/TR/2014

Peserta yang telah mengikuti BTR 1 Tanggal 8-9 Maret 2014

' No. Nama . ___NM [ programStudi |
1 _AHMADRAFIt . 018788371 | MAP |
2 [ TUWANAUGUSTRIA | o18788142 | MAP
(3. | WLUAMTAMBOSO | 018786314 | MAP
|4 PERAKRITHUNIYULANTO | 018788088 | MAP
s ThmmunmsA | owmsen | map
| 6| HENDRY PURNOMO | 018788128 | MAP
.7, HERU PRIYONO 018786339 | MAP
8 IKETUTDJABALW.R. . 018788214  MAP

Palangka Raya, 20 Maret 2014
Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya,

Prof.Dr. Holten Sion, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Nonmor © 392 JUNILASTL2014

Lampiran 1 (satu) berkas proposal penclitian

Hal : Inn Penclitan

Kepada

Yth  : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DI NANGA BULIK

Schubungan dengan kegiatan penelitian tesis mahasiswa data dibawah ini :

Nama Mahasiswa © WILLIAM TAMBOSO

NITM © 018780314

Program Studi o 90‘Magister Administrasi Publik (82)

Judul Tesis : ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

MELALUT PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMANDALL

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Sckretaris Dacerah Kabupaten Lamandau agar dapat

memberikan ljin kepada mahasiswa tersebut untuk mengumpulkan data penelitian Tesis pada
Sekretariat Dacrah Kabupaten Lamandau mulai tanggal 24 Maret 2014 s/d 30 April 2014

Atas kesediaan dan kerjasama vang baik diucapkan terima kasih.

Kepala UPBII-UT Palangka Raya.

Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd
XIP. 19581221 198303 1 008

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik 76642

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : 800.2/ 7¢ /III/KSB/2014

Membaca : Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka
Raya Nomor : 392/UN.31.45/LL/2014 Tanggal 20 Maret 2014.

Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1993, Tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi
Pembangunan Tanggal 9 November 1983.

2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 050.1 / 635 / Bangda Tanggal 10 Mei 1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.

3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2002 Tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Tata Cara
Pemberian Ijin Penelitian/Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan ijin kepada : WILLIM TAMBOSO
NIM. 018786314
Akan melaksanakan : Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dengan judul

“Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pedidikan
dan Latihan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau “.

Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setibanya Penelitian di tempat/lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang
setempat.

b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau sebanyak 1 (satu) eksemplar;
2. Bupati Lamandau sebanyak 1(satu) eksemplar, sebagai laporan.

c. Surat [jin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Kestabilan
Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.

d. Surat [jin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila penelitian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada
butir a, b dan ¢ tersebut diatas.

e. Surat ljin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 30 April 2014.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :  Nanga Bulik
Pada Tanggal : _2AMaret 2014

R & Pembina TKI(IV/b)
NiP: 19650303.199603 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupatidgisidiriaus(skbagainapotas)erbuka
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala Bappeda Kab. Lamandau di Nanga Bulik
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